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ABSTRAK
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Judul : Analisis Transaksi Buyback Objek Emas Pada PT
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Perspektif Akad Bai’ Musawamah (Studi Tentang
Implementasi Produk Tabungan Emas)
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Tebal Skripsi : 71 Halaman

Pembimbing | : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

Pembimbing 1l : Shabarullah, M.H

Kata Kunci : Transaksi Buyback, Tabungan Emas, Bai’ Musawamah

Transaksi buyback merupakan layanan aftersales atau purna jual pada produk
tabungan emas, pada saat nasabah melakukan proses pembelian emas melalui
produk tabungan emas, nasabah dapat menjual kembali saldo tabungan emas
miiliknya untuk di buyback kan, dengan perbedaan harga jual dan beli pada
pihak Pegadaian Syariah selaku penjual awal. Penelitian ini bertujuan untuk
meneliti implementasi transaksi buyback pada produk tabungan emas di PT
Pegadaian Syariah, penentuan harga buyback di Pegadaian Syariah dan di tinjau
dari akad bai al-musawamah terhadap transaksi buyback. Untuk memperoleh
data yang objektif, penulis membuat pendekatan penelitian secara yuridis
empiris dan jenis penelitian deskriptif sedangkan teknik pengumpulan data
melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dan analisis data
menjelaskan bahwa transaksi buyback dalam tabungan emas di Pegadaian
Syariah Cabang Banda Aceh menggunakan akad bai musawamah, yang dalam
praktinya pihak Pegadaian tidak memberitahukan kepada nasabah untuk harga
pokok serta keuntungan dari pembelian emas, dan juga para nasabah dapat
memilih mau menabung emas dengan berat berapa serta mencicilnya dalam
waktu yang di sepakati oleh pihak nasabah dengan Pegadaian. Dalam
operasionalnya transaksi buyback mengunakan transaksi jual beli saldo emas
pada produk tabungan emas, ketika nasabah yang telah melakukan transaksi beli
cicil saldo tabungan emas dan angsuran nasabah telah mencapai nominal harga
berat emas 1 gram, maka nasabah baru bisa melakukan proses pencetakan emas
tersebut. walaupun nasabah belum pernah melihat bentuk dari emas tersebut
melainkan berupa saldo emas saja, tetapi dalam praktiknya banyak nasabah yang
sangat antusias untuk melakukan tabungan emas serta melakukan transaksi
buyback ini.
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf

Latin.
Huruf | Nama | Huruf Nama Huruf | Nama | Huruf Nama
Arab Latin Arab Latin
| Altf tidak tidak A ta’ T te
dilamba | dilambang (dengan
ngkan kan titik di
bawah)
-« Ba’ B Be N za z zet
(dengan
titik di
bawah)
) Ta’ T Te & ‘ain ¢ koma
terbalik
(di atas)
& Sa’ S es (dengan ¢ Gain G Ge
titik di
atas)
z Jim J Je ) Fa’ F Ef




Ha’ h ha (dengan K Qaf Ki
titik di
bawah)
Kha’ Kh ka dan ha S Kaf Ka
Dal D De J Lam El
Zal V4 zet (dengan a Mim Em
titik di
atas)
Ra’ R Er O Nin En
Zai z Zet P Wau We
Sin S Es > Ha’ Ha
Syin Sy es dan ye e Hamza Apostrof
h
Sad S es (dengan s Ya’ Ye
titik di ]
bawah)
Dad d de (dengan
titik di
bawah)




2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1) Vokal Tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A A
Kasrah I I
dammah U U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
50 fathah dan ya’ Al adan i
3 fathah dan wau Au adanu

Contoh:
K _kataba
i -fa ‘ala
)53 -zukira
8—““4 -yazhabu
B suila
el kaifa
Jds -haula
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3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
LELsh fathah dan alif atau A a dan garis di atas
ya’
8 kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
5.0 dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
J8 -qala
R -ramad
dﬁ -gila

U);-' -yagqiilu
4. Ta’ marbitah
Transliterasi untuk ¢@ 'marbiitah ada dua:
1) Ta’ marbitah hidup
Ta’ marbitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammabh, transliterasinya adalah ‘t’.
2) Ta’ marbitah mati
Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.
3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah @’ marbiatah itu
ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:

J ey, -raud ah al-agfal
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-raud atul atfal
55 5al Aaall -al-Madinah al-Munawwarah
-AL-Madmatul-Munawwarah
aalh -talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddabh itu.

Contoh:
1:’) -rabbana

Jo@ -nazzala
3:\5\ -al-birr
Caml -al-hajj
e;,u -nu’ ‘ima
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ( J) ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
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2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti
huruf syamsiyyahi maupunhuruf gamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari

kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
Jdao) -ar-rajulu
Y -as-sayyidatu
COwall -asy-syamsu
ALl -al-galamu

axll al-badiu
JoAl -al-jalalu
7. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.

Contoh:
PP I
BERES G -ta’ khuzina
4‘«3—“‘ -an-nau’
(ot -syai’'un
8 -inna
PR | .
‘—‘J‘P\ -umirtu
XKl -akala

Xiv



8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya.

Contoh:

L),-.‘U‘j”jﬁféjéj ‘C“G\j -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin

-Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
O el 5K 5858 -Fa auf al-kaila wa al-mizan
-Fa auful-kaila wal- mizan
JUAl) 21 -Ibrahim al-Khalil
-Ibrahimul Khalil
L W slal Has 4l s -Bismillahi majraha wa mursah
d‘;;‘j\ éé L ull c;" ‘C“J -Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti
3‘«;-);“ ‘;\-,o-}j\ & sl (e -Man istata ‘a ilahi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
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Contoh:
SIHEERYEY
oo Wl a5 i sl &)
485 s A&y

i a8 030 30 Blima

cradll 38y U 51T

el )y d Al
e o) s

-Wa ma Muhammadun illa rasul

-Inna awwala baitin wud i ‘a linnasi
-lallazi bibakkata mubarakkan

-Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-
Qur’anu

-Syahru Ramad anal-lazi wunzila fihil

qur’anu

-Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
Wa laqad ra’ahu bil-ufugil-mubini
-Alhamdu lillahi rabbi al-‘alamin

Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.

Contoh:
g o PR
EEENE

sle ¢on 5 A3

-Nasrun minallahi wa fathun garib
-Lillahi al-amru jami‘an

-Wallaha bikulli syai‘in ‘alim
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10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
Catatan:

Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad Ibn Sulaiman.

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrit; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

XVil



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel biaya cetak emas di Pegadaian Syariah.................

Table 2. Table Perbedaan dari Harga Beli dengan Buyback Emas

XVviil



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing SKripsi..........ccccovviviiiiiieiiieiieiins 67
Lampiran 2. Surat Penelitian...........ccccoveiveii i 68
Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian ............ccccccovvieiiiii i 69
Lampiran 4. Protokol WawanCara...........ccuecviieieeneicne s 70
Lampiran 5. DOKUMENTASE ......eoueeiiieieiieiieeie et 71

XiX



DAFTAR ISl

LEMBARAN JUDUL ...ccooiiiiiiieiee e e i
PENGESAHAN PEMBIMBING ........cccociiiiiiececeeee e, ii
PENGESAHAN SIDANG.......ccci ittt iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..., iv
ABSTRAK ... bt ettt bttt e ne e %
KATA PENGANTAR ..ottt vi
PEDOMAN TRANSLITERASI . .....ccoviiiiiiee st iX
DAFTAR TABEL ..ot xviii
DAFTAR LAMPIRAN ..ottt XiX
DAFTAR IS it bbb XX
BAB SATU PENDAHULUAN ...t 1
A. Latar Belakang Masalah.............cccooeviiiiiiiiiieee 1
B. Rumusan Masalah ..............ccccoveiiiiniieiecie e 5
C. Tujuan Penelitian.........c.ccooueiiiiieieiesisieieee e 6
D. Kajian PUStaKa.........cccevvieiieiieite e eie s 6
E. Penjelasan Istilan...........ccoooiiiiiiiiniiiice 7
F. Metode Penelitian.........c.ccceoeeieeiieiieieece e 11
G. Sistematika Pembahasan ...........cccoceeveiieieiieiieiicie e 14

BAB DUA KONSEP BUYBACK DALAM PERSPEKTIF AKAD

BADP MUSAWAMAH ................cccovvieiiiiiiiiiniiiieeiiiiineesaniiieaens 16
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli..............cccccoene 16
B. Rukun dan Syarat Jual Beli ...........ccccooeveiieiiiiiiiciiiene 22
C. Standarisasi Objek Jual Beli dan Harganya..................... 32
D. Penjualan Kembali Objek Pasca Transaksi Jual Beli ...... 38

BAB TIGA IMPLEMENTASI TRANSAKSI BUYBACK OBJEK
EMAS PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DI

PEGADAIAN SYARIAH ..ot 44
A. Profil PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh........... 44
B. Implementasi Transaksi Buyback Dalam Produk
Tabungan Emas ..., 52
C. Prosedur Penukaran Transaksi Buyback Di Pegadaian
SYAMAN.....eiiii e 55
Tinjauan Akad Bai Al-Musawamah Terhadap Transaksi
BUYDACK ... 58
BAB EMPAT PENUTUP .....oooiiieceeecee e 60
A, KESIMPUIAN.....cciiiiiiii e 60



DAFTAR PUSTAKA .............
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN ...

XXi



BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang
berfungsi sebagai perantara investasi, yang kepemilikannya dikelola oleh
pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu divisi
usaha PT Pegadaian yaitu PT Pegadaian Syariah yang operasional usahanya
menerapkan prinsip-prinsip syariah, sehingga seluruh produknya seperti
pembiayaan gadai syariah, pembiayaan amanah untuk pembelian kendaraan
bermotor, pembiayaan Ar-Rum haji, tabungan emas, jasa titipan untuk barang
berharga, dan berbagai produk lainnya harus berdasarkan ketentuan syariah.
Sehingga untuk seluruh operasional usaha PT Pegadaian Syariah harus
menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam operasional usaha sebagai lembaga keuangan non bank, PT
Pegadaian Syariah memiliki banyak unit usaha untuk memberi pelayanan yang
maksimal untuk masyarakat sebagai konsumennya. Semua unit usaha ini
memiliki produk dan layanan sebagaimana unit lainnya yang memfasilitasi
interaksi finansial konsumen, seperti yang telah ditetapkan dalam standard
operating procedures (SOP). Salah satu layanan jasa yang ditawarkan oleh
pihak PT Pegadaian Syariah adalah tabungan emas, sebagai produk yang
memberikan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan
dengan harga yang terjangkau.

Produk tabungan emas ini dipasarkan oleh PT Pegadaian Syariah untuk
memudahkan masyarakat yang ingin membeli emas meskipun memiliki
keterbatasan dalam finansialnya, karena pihak institusi ini memfasilitasi
konsumen untuk memiliki emas secara non tunai dengan pembayaran bertahap
sesuai dengan jumlah emas yang dibeli dan tingkat kemampuan finansialnya

untuk menyicil sebagai kewajiban dalam proses pembayaran emas.



Produk tabungan emas ini memiliki target bidikan pemasaran dari
berbagai kalangan masyarakat dan segmen usia yang tidak hanya terbatas untuk
orang dewasa yang sudah memiliki penghasilan tetap saja, bahkan juga
menyasar kalangan milenial sebagai generasi muda untuk berinvestasi sekaligus
menabung dengan menggunakan emas sebagai objek transaksi.

Adapun yang dimaksud menabung di sini adalah dikarenakan pihak
nasabah yang ingin memiliki atau pun membeli emas dapat membayar secara
cicilan sehingga dianggap menabung emas. Untuk transaksi pembelian emas ini,
nasabah dapat memilih nilai emas sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya
dengan minimal transaksi dimulai dari Rp 10.000 dengan berat 0,01 gram.

Dalam mengembangkan produk usaha pembelian emas ini, pihak
manajemen PT Pegadaian juga memasarkan produk buyback emas, yang
merupakan produk penjualan kembali (buyback) emas yang telah dibeli oleh
nasabah baik pembayarannya telah lunas ataupun belum melalui PT Pegadaian
ini. Fasilitas buyback ini dapat dinyatakan sebagai transaksi untuk
mempermudah nasabah menjual kembali emas yang dimilikinya kepada pihak
PT Pegadaian. Secara transaksional, fasilitas buyback masih dapat dikategorikan
sebagai jual beli biasa atau bai’ al-musawamah, karena para pihak bebas ber-
tasharruf atas harta yang dimiliki baik bagi pihak penjual maupun pihak
pembeli. Namun dalam transaksi buyback ini tentu memiliki klausula-klausula
tertentu yang kadangkala tidak seimbang bagi para pihak dalam pemenuhan hak
dan kewajibannya, terutama disebabkan persyaratan-persyaratan yang dibuat
tersebut.

bai al-musawamah merupakan akad jual beli yang digunakan dalam
kehidupan kita sehari-hari dimana harga yang disepakati oleh kedua belah pihak
tanpa melihat harga dasar atau pokok pembelian. Dimana pihak penjual tidak
menginformasikan kepada pihak pembeli atas profit serta harga belinya, harga
yang sudah ditentukan melalui proses tawar menawar antara penjual dan

pembeli, dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut dengan saling



ikhlas dan ridho atas kesepakatan yang sebelumnya kedua belah pihak sepakati.
Walaupun penjual tidak memberitahu harga pokok atau keuntungan yang
diperolehnya.

Ulama Hanafiah menyatakan bahwa jual beli merupakan tukar menukar
benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar
menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara kKhusus. Jual beli
yang tidak diperbolehkan yakni jual beli bangkai, minuman keras, darah dan
yang terlarang lainnya, Menurut ulama Hanafiah jual beli itu sah apabila sesuatu
objek dalam transaksi itu jelas dan harus memiliki manfaat bagi manusia itu
sendiri.

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa jual beli ialah akad mu’awadhah
(timbal balik) selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
Sesuatu hal yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan yaitu dzat
(berbentuk), berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaat maupun
hasilnya.?

Ulama Syafi’iyah menyatakan bahwa jual beli merupakan praktik yang
diperbolehkan dengan kerelaan kedua belah pihak. Sah atau tidaknya suatu jual
beli harus adanya keridhaan atau kerelaan dari para pihak yang melakukan
transaksi jual beli tersebut®

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jual beli merupakan saling
menukar harta dengan harta atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan
manfaat yang mubah untuk waktu selamanya dalam bentuk pemindahan dan
kepemilikan.*

Konsekuensi dari pihak yang melakukan transakasi jual beli dengan
mengunakan akad musawamah ini yakni dengan menawarkan harga atau

menetapkan harga barang yang di perjual belikan dalam setiap kali transaksi

! Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2015), him. 175
2 1bid., him. 175-176

3 1bid.
* 1bid, him. 176
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serta tidak mengatakan perkataan dusta, misalnya saat proses tawar menawar
antara penjual dan pembeli, si penjual jangan sampai mengatakan bahwa
keuntungan yang diambilnya sekian atau sedikit saja dari barang yang sedang
melalui proses tawar menawar tersebut. Sedangkan kenyataannya keuntungan
yang penjual tersebut lebih dari cukup atau memang besar dari barang yang
ditawarkannya, karena setiap perkataan dusta akan berujung pada dosa,
dikarenakan dalam proses tawar menawar tersebut akhirnya jika terjadi deal
dengan harga yang telah disepakati namun tentunya transaksi tersebut tidak
sempurna karena dalam prosesnya ada dusta, walaupun si pembeli rela dan
percaya akan perkataan tersebut.

Pada PT Pegadaian Syariah uang yang ditabung akan dikonversikan ke
dalam bentuk emas dan hal ini tentu saja tidak sama dengan menabung di bank
syariah, karena uang yang ditabung tidak di-back up dengan emas melainkan
tetap dikonversikan dalam bentuk uang tunai yang bisa ditarik langsung oleh
nasabah pada saat pencairan. Dalam transaksi buyback emas ini, objek yang
dijual oleh pihak konsumen atau nasabah kepada pihak PT Pegadaian Syariah
Banda Aceh baik setelah cicilan emas tersebut telah lunas ataupun masih dalam
proses cicilan. Pada buyback ini pihak manajemen PT Pegadaian Syariah
memberi fasilitas kepada pihak konsumennya yang ingin menjual kembali emas
miliknya yang dibeli melalui proses pembayaran non tunai kepada pihak PT
Pegadaian Syariah. Dengan demikian buyback ini merupakan pembelian
kembali emas oleh pihak manajemen PT Pegadaian milik nasabahnya.

Ketika akan melakukan transaksi buyback tidak semua nasabah bisa
melakukannya, hanya nasabah yang memiliki saldo tabungan emas seberat 1,1
gram, dan yang dapat dijual hanya sebesar 1 gram untuk bisa melakukan

tansaksi buyback. Apabila nasabah ingin mengambil semua tabungan yang



dimilikinya di saldo emas tersebut maka perlu ada sisa saldo tabungan sebesar
0,1 gram pada tabungan PT Pegadaian Syariah.®

Pihak manajemen PT Pegadaian Syariah menerima nasabah dalam
menjual kembali emasnya yang saat penjualan tersebut masih berupa saldo
tabungan, karena pada saat transaksi pembelian belum lunas PT Pegadaian
Syariah tanpa harus mencetak emas tersebut. Kemudian nasabah akan
mendapatkan uang tunai dengan harga emas yang dijualkan kepada pihak
manajemen PT Pegadaian Syariah dengan harga emas pada hari itu juga.

Pada Transaksi buyback ini perjanjian yang dilakukan antara nasabah
dan pihak PT Pegadaian Syariah tidak dicantumkan ataupun tidak dijelaskan
tentang proses tabungan emas tersebut menggunakan akad apa saja, dan juga
pada saat menabung emas nasabah tidak pernah melihat emas tersebut sama
sekali. Terlihat adanya perbedaan antara hukum Islam dan praktiknya, yang
mana hukum Islam menyatakan jual beli yang tidak berwujud tersebut tidaklah
sah, sedangkan didalam praktik buyback barang yang ingin diperjual belikan
tidak pernah terlihat wujud objeknya sejak pertama kali menabung. Oleh karna
itu penulis tertarik menulis penelitian ini dengan judul “Analisis Transaksi
Buyback Objek Emas Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh
Dalam Perspektif Akad Bai’ Musawamah (Studi Tentang Implementasi
Produk Tabungan Emas)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa
permasalahan yang akan dijadikan sebagai objek pembahasan. Adapun rumusan
masalah didalam pembahasan ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi transaksi buyback dalam produk tabungan emas

yang ada di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh?

5> Wawancara dengan salah satu pegawai pegadaian syariah cabang Banda Aceh, pada
tanggal 14 September 2022.



2. Bagaimana penentuan harga transaksi buyback yang dilakukan pada PT
Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh?
3. Bagaimana tinjauan akad bai al-musawamah terhadap transaksi buyback
yang diterapkan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh?
C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraykan diatas,maka tujuan
dari penelitian ini ialah:
1. Untuk mengetahui implementasi transaksi buyback dalam produk tabungan
emas yang ada di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh
2. Untuk meneliti penentuan penukaran transaksi buyback yang dilakukan pada
PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh
3. Untuk menganalisis tinjauan akad bai al-musawamah terhadap transaksi
buyback yang diterapkan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh
D. Penjelasan Istilah
Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan dalam
memahami istilah yang terdapat didalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan
adanya penjelasan agar para pembaca dapat mudah memahaminya, beberapa
istilah yang terdapat didalam skripsi ini di antaranya yakni :
1. Transaksi Buyback
Transaksi buyback dalam hukum positif yakni perjanjian jual
beli, yang dilakukan dengan opsi membeli kembali seperti yang diatur
dalam pasal 1519 BW sampai dengan 1532 BW dalam buku ke-111 BW
tentang Perikatan, serta bab kelima tentang jual beli pada bagian
keempat tantang hak membeli kembali.
Transaksi buyback yakni merupakan layanan aftersales atau

purna jual pada produk tabungan emas, yang dimana ketika seorang

®Dewi Wulan Fasya, “Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali (Studi Komparasi
Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Syafi’i)”. Jurnal Hukum dan Syariah,
Vol. 6 No. 1 Tahun 2015, him. 53.



nasabah melakukan proses pembelian emas melalui produk tabungan
emas tersebut kemudian pada suatu waktu berniat menjual kembali emas
yang telah dimiliki maka nasabah dapat menjual kembali (buyback)
saldo emas yang telah dimiliki dengan perbedaan harga jual dan beli ke
pihak pegadaian syariah selaku penjual awal.

Jadi secara umum buyback merupakan layanan yang diberikan
oleh pegadaian syariah kepada nasabah tabungan emas yang hendak
melakukan penjualan saldo emas yang di miliki, maka pegadaian akan
membelinya kembali dari nasabah tersebut.

2. Objek Emas

Objek merupakan suatu proses yang terlibat dalam usaha kita
untuk memperoleh pengetahuan yang akan menjadi sasaran teori
pengetahuan serta berfungsi guna tercapainya tujuan.” Sedangkan emas
merupakan logam mulia yang berwarna kuning dan dapat ditempa
bentuknya, biasanya akan dibuat perhiasan seperti cincin, kalung, serta
gelang.® Secara umum objek emas merupakan suatu proses yang dimana
mengunakan logam mulia sebagai barang transaksinya.

3. Akad Bai’ Musawamah

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua
orang atau lebih berdasarkan keridhoan masing-masing dari pihak yang
akan melakukan akad dan memilki akibat hukum baru bagi mereka yang
berakad.® Sedangkan bai al-musawamah merupakan akad jual beli yang
digunakan dalam kehidupan sehari-hari dimana harga yang disepakati
oleh kedua belah pihak, serta tanpa melihat harga dasar atau pokok

pembelian.

7 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian objek. Diakses pada tanggal 03
Maret 2023 dari situs : https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/objek

8 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian emas. Diakses pada tanggal 03
Maret 2023 dari situs : https://kbbi.web.id/emas

9 Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012), him. 101



E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini dibutuhkan untuk pemetaan berbagai
penelitian terdahulu, sehingga dapat diketahui perbedaan penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya. Kajian pustaka ini juga dibutuhkan untuk menegaskan
penelitian ini bebas dari indikasi plagiasi atau kesamaan dengan penelitian yang
telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun judul penelitian yang
penulis bahas vyaitu “Amalisis Transaksi Buyback Objek Emas Pada PT
Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Bai’
Musawamah (Studi Tentang Implementasi Produk Tabungan Emas)”
Penulisan penelitian ini tentu saja tidak bisa lepas dari beberapa penelitian
sebelumnya, yang akan dijadikan sebagai pandangan dan referensi, yakni:

Pertama, Peneclitian yang berjudul “Norma Hukum ekonomi syariah
dalam pelaksanaan buyback tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang
Majalaya”. Yang ditulis oleh Neng Haida, dalam penelitian ini membahas
mengenai buyback bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah yang
akan menabung diproduk tabungan emas dan membutuhkan dana sehingga saldo
emas yang terdapat pada rekening dapat dicairkan menjadikan dalam bentuk
uang.?

Jika dilihat dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Neng Haida, fokus
penelitiannya membahas tentang buyback yang mana memberikan kemudahan
bagi nasabah yang ingin menabung. Sedangkan penelitian penulis membahas
mengenai bagaimana penerapan transaksi buyback pada produk tabungan emas

Kedua, Penelitian yang berjudul “Implementasi Akad Murabahah
Terhadap Transaksi Buyback Dalam Produk Tabungan Emas Di Pegadain
Syariah Cabang Blauran Surabaya Ditinjau dari Kepatuhan Terhadap

Syariah”. Yang ditulis oleh Wahyu Aditya Ananta Putra, dalam penelitian ini

10 Neng Haida, “ Norma Hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan buyback
tabungan emas di pegadaian syariah cabang majalaya”, skripsi, (Bandung: Fakultas Syariah &
Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018).



membahas tentang akad murabahah yang terjadi pada transaksi buyback yang
dimana sudah sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi didalam produk yang
sudah mempunyai pola-pola transaksi yang beragam tidak dijelaskan secara
mendetail mengenai bagaimanakah kepatuhan terhadap syariah tersebut, akan
tetapi dalam penelitian ini hanya dijelaskan bagaimana kepatuhan terhadap
pelaksanaan buyback secara umum dan tidak menjelaskan bagaimana pola
transaksi di dalamnya.'*

Jika dilihat dari fokus penelitiannya, penelitian yang dilakukan oleh
Wahyu Aditya Ananta Putra dengan penelitian yang penulis lakukan berbeda,
penelitian ini membahas mengenai kepatuhan terhadap pelaksanaan buyback
secara umum. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada
bagaimana penerapan transaksi buyback pada produk tabungan emas.

Ketiga, Penelitian yang berjudul “Transaksi Pembelian Emas Non Riil
Pada PT Pegadaian Syariah KCP Darusalam dalam Perpektif Akad Ba’i al-
Mugayyad (Studi Tentang Cicilan Emas dan Konsukuensinya Pada Tabungan
Emas)”. Yang ditulis oleh Seroja, dalam penelitian ini membahas tentang
bagaimana penetapan harga yang telah dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah
didasarkan pada harga pasar pusat (HPP), sesuai dengan produk tabungan emas
dan dilihat dari perpektif akad Ba’i AI-Mugayyad jual beli emas formal tersebut
sah, tetapi nasabah tidak bisa mengambil tabungan emasnya sebelum cicilan
emas memadai, dan emas tersebut dititipkan di pihak Pegadaian Syariah, namun
pada kenyataannya emas yang disimpan pada pegadaian syariah tersebut
tidaklah ada melainkan mesti dipesan di PT Antam terlebih dahulu selama
beberapa minggu, lalu para nasabah harus membayar penitipan pertahun yang

seharusnya tidak dilakukan oleh pihak pegadaian.?

11 Wahyu Aditya Ananta Putra,” Implementasi Akad Murabahah terhadap Transaksi
Buyback dalam Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya”,
skripsi, (Surabaya: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, 2017).

2Seroja, “Transaksi Pembelian Emas Non Riil Pada PT.Pegadaian Syariah
KCP.Darusalam Dalam Perpektif Akad Ba’i Al-Mugayyad Studi Tentang Cicilan Emas Dan
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Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Seroja, fokus penelitiannya
membahas tentang bagaimana penetapan harga yang telah dilakukan oleh PT
Pegadaian Syariah didasarkan pada harga pasar pusat (HPP). Sedangkan
penelitian penulis berfokus pada bagaimana penerapan transaksi buyback pada
produk tabungan emas.

Keempat, Penelitian yang berjudul “Analisis Strategi Pemasaran Produk
Tabungan Emas Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap
Peningkatan Jumlah Nasabah”. Yang ditulis oleh Hamdan Supriono, dalam
penelitian ini membahas mengenai bagaimana pegadaian syariah melakukan
stategi pemasaran guna untuk meningkatkan jumlah dari pada nasabah, adapun
strategi yang digunakan oleh pihak pegadaian dalam memikat para nasabahnya
ialah dengan konsep bauran pemasaran yakni dengan startegi produk, startegi
harga, strategi tempat serta strategi promosi. Startegi pemasaran pada produk
ditujukan dengan adanya inovasi dari produk mulia yang telah ada dipegadain
yaitu produk tabungan emas dengan harga yang mudah dan cukup terjangkau.*3

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Hamdan Supriono, fokus
penelitiannya membahas mengenali bagaimana strategi pemasaran Yyang
diterapkan pada produk tabugan emas di PT Pegadaian syariah terhadap
peningkatan jumlah nasabah serta bagaimana strategi pemasaran produk
tabungan emas didalam perspektif ekonomi islam. Sedangkan penelitian penulis
berfokus pada bagaimana penerapan transaksi buyback pada produk tabungan
emas.

Kelima, Penelitian yang berjudul “Analisis Investasi Pada Tabungan
Emas Di Pegadaian Syaria Cabang Jember”. Yang ditulis oleh Rifatul Jannah

Hariyanto, dalam penelitian ini membahas tentang konsep akad serta pola

Konsukuensinya Pada Tabungan Emas”, skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

13 Hamdan Supriono, “Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Pada PT
Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah”, sKripsi,
(Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung, 2017).
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investasi pada produk tabungan emas dipegadaian syariah serta membahas
mengenai kelebihan dan kekurangan dari investasi pada tabungan emas.*

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Rifatul Jannah Hariyanto,
fokus penelitiannya membahas mengenai bagaimana konsep akad serta pola
investasi pada produk tabungan. Sedangkan penelitian penulis berfokus
bagaimana penerapan transaksi buyback pada produk tabungan emas.

F. Metode Penelitian

Didalam suatu penelitian sangat dibutuhkan data-data yang falid dan
akurat serta dapat dibuktikan. Oleh karna itu, adapun langkah-langkah yang
diperlukan dalam suatu penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan didalam penelitian ini
ialah yuridis empiris yang menggabungkan antara implementasi yang
terjadi dilapangan dengan hukum normatif (undang-undang) atau
ketentuan yang berlaku dan yang terjadi didalam masyarakat.'®

Secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang
terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian
yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang
terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan
fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan
terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada

akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.®

14 Rifatul Jannah Hariyanto, “Analisis Investasi Pada Tabungan Emas Di Pegadaian
Syaria Cabang Jember ”, Skripsi, (Jember: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Jember,
2020).

15 Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek”, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2012), him. 126.

16 Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek ”, (Jakarta: Sinar Grafika,
2002), him. 15
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2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
analisis deskriptif yaitu metode untuk menganalisa dan memecahkan
masalah yang terjadi berdasarkan fenomena-fenomena yang ada dan
dilihat serta didengar baik di lapangan maupun teori, yang berupa data-
data dari hasil penelitian.*’
3. Sumber Data
Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang akan
dijadikan bahan di dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan
sumber data sekunder.

1. Sumber data primer ialah sumber data yang terdapat pada sumber
awal, sumber data ini seperti hasil wawancara dengan
narasumber.’® Sumber data primer juga dapat dikatakan sumber
data dasar yang terdapat pada sebuah penelitian, adapun sumber
data di dalam penelitian ini yakni hasil wawancara dengan pihak
Pegadaian Syariah dan salah satu nasabah yang melakukan
tabungan emas serta melakuan transaksi buyback tersebut.

2. Sumber data sekunder ialah sumber data yang dapat digunakan
untuk memperkuat data awal yang telah ada, baik dari orang lain
ataupun objek lain yakni melalui buku, majalah, dokumen,
internet dan lain sebagainya. Di dalam penelitian ini yang
digunakan sebagai data sekunder ialah dokumen, jurnal,
buku,internet dan disertakan dengan pembahasan lain nya yang
berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah:

1 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), him. 63
18Amirudin dan Azenal Asikin, “Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum ,(Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2003), him.30.
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a) Wawancara (interview)
Wawancara (interview) ialah suatu teknik pengumpulan data yang
didapatkan dengan cara bertanya langsung pada pihak pemberi
informasi yang berperan penting didalam bidangnya yang akan
diteliti atau dikaji.!® Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini
ialah penulis bertanya secara langsung kepada salah satu pegawai
Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh serta melakukan
wawancara dengan salah satu dari nasabah Pegadaian tersebut.
b) Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
bersejarah dari seseorang.?? Dalam penelitian yang penulis lakukan
nanti dokumentasi tersebut dapat diperoleh dengan mendatangi
langsung Pegadaian Syariah serta dengan melihat data melalui
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan transaksi buyback
didalam produk tabungan emas tersebut.
5. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen Pengumpulan Data ialah dimana berupa alat-alat bantu
lainnya yang akan digunakan guna mempermudah proses pengumpulan
data didalam penelitian ini. Instrumen yang akan digunakan didalam
penelitian ini ialah seperti alat tulis (buku dan pulpen), guna untuk
mencatat hasil dari wawancara para pihak pemberi informasi. Selain itu
penulis juga memerlukan alat rekam didalam melakukan penelitian ini
seperti handphone, guna menjadikan sebagai alat perekam saat

melakukan wawancara agar kita bisa menyimak kembali dan

19 Muhammad Teguh, Metode penelitian ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2005), him.136.

20 sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2010), him.82.
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mendengarkan hasil wawancara tersebut lalu menuliskan hasil
wawancaranya.
6. Langkah Analisis Data

Apabila data-data yang diperlukan sudah terkumpul langkah
selanjutnya ialah analisis data dan informasi yang diperoleh dengan
metode analisis deskriptif yaitu suatu metode yang bertujuan membuat
deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai
fakta-fakta dan juga data yang akan dianalisis secara kualitatif yakni
berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang diolah terkumpul, selanjutnya data akan
dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode ini digunakan
untuk membedah suatu fenomena dilapangan baik berupa data primer
maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini
ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual, terperinci,
mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan sehingga
ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman

dalam menetapkan rencana yang akan datang.
G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun didalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan
memakai sistem pembahasan yang dapat merangkum dari keseluruhan
pembahasan. Maka dari itu, perlu diuraikan dalam penulisan ini dan
mencangkup empat bab yakni:

Bab satu, yang mana merupakan pendahuluan dalam mencakup latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian
penelitian terdahulu, metodelogi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teori dari transaksi buyback objek emas
dalam perspektif bai’ musawamah yang meliputi tentang pengertian dan dasar
hukum jual beli emas mengunakan transaksi buyback.
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Bab tiga, merupakan tentang hasil dari penelitian yang mencakupi
gambaran umum dari transaksi buyback objek emas, serta prosedur melakukan
transaksi buyback di pegadaian syariah Cabang Banda Aceh.

Bab empat, bab ini berisikan mengenai penutup dari sebuah penelitian
dan pada penelitian kali ini penutup terdiri dari kesimpulan serta saran-saran

yang dibutuhkan mengenai topik pembahasan pada penelitian ini.



BAB DUA
Konsep Buyback Dalam Perspektif Akad Bai’ Musawamah

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan kata al-ba i, al-tijarah, atau
al-mubadalah. Secara bahasa, jual beli atau al-ba’i berarti menukar sesuatu
dengan sesuatu.? al-ba’i dalam terminologi figh sering dipakai untuk pengertian
lawannya, yaitu lafal al-Syira yang berarti membeli. Sedangkan secara
etimologi, al-ba i (jual beli) adalah proses tukar menukar barang dengan barang,
kata ba’i yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang
bersebrangan, seperti halnya kata syira .2

Al-ba’i juga mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.
Kata ba’i adalah pecahan dari kata baa 'un (barang), dikarena masing-masing
pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan
menerima karena keduanya berjabat tangan. Atas dasar itulah, jual beli (ba i)
dinamakan shafaqoh yang artinya transaksi yang ditandai dengan berjabat
tangan.

Jual beli didalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan
beli, yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan
membeli barang.? Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
merupakan suatu proses persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai
pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar
harga barang yang di jual. Sedangkan, pengertian jual beli secara umum
merupakan perpindahan hak milik yang berupa barang atau harta kepada pihak

lainnya dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya.?*

2L Wahbah Az-zuhaili, al-Fighul Islami Wa Adillatuhu, Cet. Ke-4, Jilid 4, (Beirut: Dar
al-Fikr, 2002), him. 344.

22 |bid., him. 25

2 poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993),
him. 32.

24 I bid
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Menurut Imam Hanafiyah jual beli (al-ba i) secara spesifik yaitu tukar
menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan
melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dari defenisi tersebut cara tertentu yang
dimaksud ulama hanafiah yakni dengan adanya ijab dan gabul, dan juga bisa
dengan cara melalui pemberian harga antara penjual dan pembeli. %

Menurut Imam Malikiyah jual beli terdapat dua pengertian yakni yang
pertama, menukarkan barang satu dengan yang lain dengan tidak memiliki
kemanfaatan atau kenikmatan, yaitu penukarannya berupa benda. Kedua, jual
beli yang dimaksud ialah menjual barang niaga dengan mata uang.

Menurut Imam Syafi’iyah, jual beli (al-ba’i) yaitu tukar-menukar harta
dengan harta begitu pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.
Adapun menurut Imam Hanabilah, jual beli yaitu menukarkan dari satu harta
dengan harta lain dan barang tersebut bukan riba dan bukan bagi hasil .°

Menurut Ulama Sayyid Sabig mendefinisikan bahwa jual beli ialah
pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan
milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut harta dan
milik, dengan diganti dan dapat dibenarkan, yang dimaksud harta dalam definisi
diatas yaitu segala yang dimiliki serta menjadi bermanfaat, maka dikecualikan
yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud dengan ganti agar
memudahkan dan dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang
dimaksud dapat dibenarkan (ma “dzun fih) agar dapat dibedakan dengan jual beli
yang terlarang.

Menurut Ibn Qudamah, jual beli adalah saling menukar harta dengan

harta dalam bentuk pemindahan milik dengan pemilikan. Dalam definisi ini

% Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), cet Ke-2,
him. 101.

% Siah Khosyi’ah, Figh Muamalah Perbandingan, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014),
him. 47-48.
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ditekankan kata milik dan kepemilikan, karena ada juga tukar menukar harta
yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.?’

Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba’i
adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan
uang.?®

Dari beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan jual beli ialah
transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka tanpa
adanya unsur paksaan dan harus memenuhi ketentuan syariat yang telah Allah
tetapkan sebagai unsur ketaatan atas transaksi jual beli yang mabrur. Dengan
demikian jual beli merupakan salah satu bentuk pemindahan kepemilikan secara
legal menurut syara’ yang dapat dilakukan sebagai salah satu upaya pemenuhan
kebutuhan dalam kehidupan manusia yang cenderung dependen dan
membutuhkan bantuan orang lain.

Kebutuhan masyarakat sekarang ini sangat beragam sehingga
pemenuhan kebutuhan baik dalam tataran kebutuhan primer, sekunder maupun
tersier dapat dilakukan melalui penawaran yang dilakukan oleh pihak penjual,
untuk itu pihak pembeli sebagai konsumen dapat membelinya dengan
menukarkan sesuatu miliknya, baik dalam bentuk barang atau uang yang
memiliki nilai tertentu.?®

Pembayaran dalam transaksi jual beli merupakan suatu keharusan
sebagai padanan atas barang yang diperoleh dari pihak penjual, sehingga pihak
penjual ini memiliki hak untuk memperoleh pembayaran dari pembelinya baik
secara cash maupun non tunai. Untuk itu kesepakatan transaksi harus dilakukan
secara jelas di saat akad dilakukan, sebagai bentuk kerelaan atas transaksi.

Namun pihak pembeli juga harus diproteksi dari kemungkinan eksploitasi yang

27 Wahbah Az-Zuahaili, Figih Islam Wa Adilatuhu, ter. Abdul Hayyi al- Khattani,
(Jakarta: Gema Insani, 2007), him. 26.
28 Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), him. 86

2 Rozalinda, Figh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sektor
keuangan syariah,( Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2016), him.
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dilakukan oleh pihak penjual. Untuk itu kesadaran atas kerelaan transaksi jual
beli mesti dilakukan untuk terpenuhinya hak dan kewajiban pada masing-masing
pihak.

Hal ini juga terkait dengan penguasaan objek transaksi jual beli yang
merupakan pembahasan penting yang dijelaskan fugaha, karena penguasaan
objek jual beli baik setelah pembayaran dilakukan ataupun masih terutang harus
jelas untuk memudahkan penguasaan terhadap objek sebagai bentuk tasharruf fi
isti’'mal al-mal sebagaimana telah dijelaskan fugaha dalam berbagai penjelasan
tentang konsep jual beli.

Untuk mencapai hal tersebut, maka akad perjanjian harus dilakukan
secara jelas, baik akad dilakukan secara lisan maupun secara tulisan yang
memuat keseluruhan hak dan kewajiban pihak penjual dan pembeli untuk
menghindari timbulnya kerugian di salah satu pihak pada transaksi jual beli
yang dilakukan.

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur’an,
sunnah dan ijma’ para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya
mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara. Adapun dasar hukumnya
antara lain ialah :

a. Al-qur’an
QS. Al-Bagarah; 275

i 05 1 4T g
” Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
(QS. Al-Bagarah; 275)
Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas yang dikutip melalui buku
“Tafsir al-Misbah” jual beli merupakan transaksi yang menguntungkan kedua
belah pihak. Dimana keuntungan tersebut ada dua, yakni yang pertama,

keuntungan diperoleh melalui kerja manusia; dan kedua, menghasilkan uang
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tidak dengan pekerjaan manusia. Sehingga, jual beli menuntut aktivitas dari
manusia.®
Potongan dari ayat di atas juga menjelaskan mengenai bagian dari
perkataan mereka yang melakukan riba, dimana mereka telah mengetahui bahwa
terdapat perbedaan antara jual beli dan riba, sebagaimana yang telah Allah Swt
tetapkan.
QS. An-Nisaa; 29

2
o

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang

kepadamu”. (QS.An-Nisaa; 29)

Ali bin Abi thalhah mengatakan dari Ibnu ‘Abbas ketika Allah
menurunkan ayat ini kaum muslimin berkata:”’Sesungguhnya Allah telah
melarang kita untuk memakan harta di antara kita dengan bathil”®! serta tidak
sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara’, akan tetapi hendaklah kamu
memperoleh harta dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara
kamu, dimana kerelaan tersebut tidak melanggar ketentuan syariat.

Asy-Syafi’i berpendapat bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan gabul
(sikap menerima), karena qabul itulah petunjuk nyata dari suka sama suka.
Dalam hal ini Malik, Abu Hanifah dan Ahmad berbeda pendapat dengan jumhur
ulama, bahwa mereka melihat perkataan merupakan tanda suka sama suka,
begitu pula dengan perbuatan, dan pada sebagian kondisi sacara pasti

menunjukan keridhaan.

30 Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Jilid 1: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an,
cet. 5, (Jakarta: Lentera hati, 2002), him. 595.

31 <Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir jilid 11, (Jakarta: Pustaka
Imam Syafi’i), hlm.
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b. Sunnah
Adapun dalil sunnah diantaranya adalah Hadis yang diriwayatkan dari

Rasulullah Saw, beliau bersabda:

a1 03 6 J5k Mg b pae 6 4 5 odd &) L 3595 23

el ol oly) 25 2 0 e e Lo

“Dari Daud bin Shalihin Al-Madanya dari ayahnya berkata, saya

mendengar ayah Said Khaldri berkata, Rasulullah SAW bersabda jual

beli itu harus sama sama suka.” (HR. Ibnu Hibban, Ibnu Majah).

Hadits diatas diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah yang
merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Hadist ini memberikan
persyaratan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan
masing-masing pihak ketika melakukan transaksi tersebut.®® Jual beli yang sah
lalah jual beli yang tidak adanya unsur riba serta tipu menipu didalamnya,
sedangkan tipu menipu didalam jual beli tersebut ialah adanya penyamaran
didalam barang yang diperjualkan, dan penyamaran itu yakni penyembunyian
aib dari barang yang dilihat pembeli. Selain dari menyamarkan bentuk barang
yang dijual, sifat, atau hal-hal dari luar seperti menyifatkan dengan sifat yang
tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.®*

el oy Gledly elly s> gl e o Al ely) Al I G aE Y L

“Rasullullah melarang memperjualbelikan sesuatu yang tidak dimiliki
seseorang. (HR. Ahmad ibn Hanbal, Abu Daud, At-Tirmizi, an-Nasa’l
dan Ibnu Majah).”

32 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, Sarah Ibn Majah,
Juz Il (Beirut: Darul Fikri), him. 1737

3Shalih bin Fauzan Al- Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap, terj Asmuni (Jakarta: PT.
Darul Falah, 2005), him. 485

34 Zakaria al-Anshari, Hasyiah lbn Abidin, (Beirut: Dar el-fikr, t. th.), him. 2- 4.

35 Al-Bahuti, Kasysyaf al-Qina, Jilid Il him 11 Imam an-Nawawi, al-maj-mu Syar al-
Muhazzab, Jilid IX, him. 284 dan asy-Syarbaini al-Khithib, Mughni al-muhtaj, Jilid 11, him. 15.
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Hadis di atas menjelaskan bahwa jual beli yang belum dimiliki oleh si
penjual ialah tidak sah, karna barang yang ingin diperjualbelikan belum terlihat

saat akan melakukan transaksi jual beli.®

c. Ijma’

Ijma’ ialah pendapat-pendapat dari para fugaha mujtahidin pada suatu
masa terhadap suatu hukum setelah masa Nabi Muhammad saw. yakni masa
para sahabat serta generasi setelahnya. [jma’ merupakan salah satu dari beberapa
sumber hukum Islam yang memegang posisi kuat dalam menentukan atau
menetapkan hukum dari sebuah peristiwa bahkan sudah diakui secara luas
sebagai sumber hukum yang menduduki posisi ketiga dalam hukum Islam.%’

Oleh karena itu, ketika terjadi suatu kejadian yang membutuhkan
ketetapan hukum yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum sebelumnya
yaitu Al-Qur’an dan Hadits, maka para mujtahid memaparkan pendapatnya
tentang hukum terhadap suatu kejadian serta disepakati ataupun disetujui oleh

para mujtahid lainnya, kesepakatan inilah yang disebut Ijma’.%

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang merupakan hal yang
penting. Oleh sebab itu apabila tanpa adanya rukun dan syarat maka hukum
jual beli tersebut tidaklah sah. Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat

jual beli sebagai berikut:

1. Rukun Jual Beli

Rukun merupakan kata mufrad yakni dari kata jama’ yaitu “Arkan”
yang memiliki arti asas yang dapat menentukan sah (apabila

dilaksanakan) dan tidak sah (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan

36 Nasrun Haroen, Figih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) , him.
37 Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalat (Yogyakarta: Graha llmu, 2007), him.
30-31

3 1bid, him. 30-31
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tersebut. Rukun merupakan unsur yang paling mendasar dan harus ada di
dalam setiap akad.*® sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh
syara’, dikalangan para ulama adanya perbedaan dalam menentukan
rukun jual beli.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli itu hanya satu, yakni
ijab dan kabul. ljab merupakan ungkapan untuk membeli dari pembeli,
sedangkan kabul merupakan ungkapan untuk menjual dari penjual.

Menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi rukun dalam jual beli itu
hanya kerelaan (ridha) dari kedua belah pihak untuk melaksanakan
transaksi jual beli. Namun, karena unsur kerelaan adalah unsur dari hati
yang sangat sulit sehingga tidak terlihat. Oleh karena itu, dibutuhkan
tanda yang dapat menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak.
Tanda yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yang
melaksanakan transaksi jual beli akan tergambar dalam bentuk ijab dan
gabul, atau dengan cara saling memberikan barang dan harga barang.*°
Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Aqid atau dua pihak yang berakad, dalam hal ini adanya
penjual dan pembeli. Penjual yaitu pemilik harta yang menjual
barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain.
Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).
Sedangkan pembeli yaitu orang yang cakap serta dapat membelanjakan
hartanya. Syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yaitu,

a) Berakal sehat

b) Dengan adanya kehendak sendiri (bukan paksaan)
¢) Keduanya tidak mubazir (pemborosan)

d) Baligh (sudah dewasa)*!

3 Oni Sahroni dan Hasanuddin, Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan
Impelementasinya dalam Ekonomi Syariah, cet. 2, (Depok: Rajawali Pers, 2017), him. 25.
40 Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), him. 75

41 Anggota IKAPI, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada
University, 2010), him. 41
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Dimaksud dengan berakal sehat disini ialah yang dapat membedakan
ataupun memilih mana yang terbaik bagi dirinya, apabila salah satu pihak tidak
berakal maka jual beli yang diadakan dapat dikatakan tidaklah sah.

Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri yakni, bahwa
didalam melakukan jual beli salah satu pihak tidak boleh melakukan tekanan
atau paksaan dari pihak lain. Sehingga pihak lain tersebut dapat melakukan jual
beli bukan dengan kemauannya sendiri, tetapi adanya unsur paksaan, jual beli
tersebut bukan dilakukan atas dasar “kehendak sendiri” dan jual beli tersebut
dapat dikatakan tidak sah. Yang menjadi dasar dari jual beli ialah harus
merupakan kehendak bebas atau kehendak sendiri, serta bebas dari unsur
tekanan atau paksaan dan tipu daya.

Keadaan yang tidak mubazir, yang dimaksud ialah pihak yang mengikat
diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), karna
yang boros tersebut didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak
cakap dalam bertindak. Maksudnya ialah dia tidak dapat melakukan dengan
sendiri sesuai perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut
kepentingannya sendiri.

Persyaratan selanjutnya yakni, tentang subjek/orang yang melakukan
perbuatan hukum jual beli ialah baligh atau dewasa, yang dimaksud dewasa
dalam Hukum Islam ialah apabila telah berumur 15 tahun, apabila melakukan
jual beli dibawah umur tersebut, maka jual beli dapat dikatakan tidak sah atau
batal.

Kedua, sighat atau lafazh (ijab dan gabul), ijab dari segi bahasa ialah
“pewajiban atau perkenaan”, sedangkan gabul “penerimaan”. ljab dan gabul
ialah persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi
jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang kepada pihak penjual dan
pihak penjual menyerahkan barang kepada pihak pembeli, baik transaksi

menyerahkan barang secara lisan maupun dalam bentuk tulisan.
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Para ulama figh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu adanya
kerelaan diantara kedua belah pihak, kerelaan kedua belah pihak tersebut dapat
dilihat dari ijab dan gabul yang dilangsungkan. Menurut ulama, ijab dan gabul
perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat
kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan lainya.

Apabila ijab dan gabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka
pemilik barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang
yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai atau uang
tersebut berpindah tangan menjadi milik si penjual.*?

Tetapi para ulama sepakat untuk mengecualikan kewajiban ijab dan
gabul terhadap objek jual beli yang bernilai kecil, yang biasa berlangsung dalam
memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, seperti jual beli sekarung beras.
Maksudnya ialah sudah dianggap bila penjual telah menunjukan barangnya dan
pembeli telah menunjukan uangnya.** Adapun barang atau uang yang telah
dijadikan objek transaksi tersebut harus betul-betul telah menjadi milik orang
yang melakukan transaksi. Yang artinya tidak boleh menjual barang orang lain
atau membelanjakan uang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang
yang memilikinya.

Barang atau uang yang telah mejadi miliknya haruslah telah berada di
tangan atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi,
dan tidak mesti berada dalam satu akad. Untuk sahnya jual beli ini diisyaratkan
dengan harga barang yang diperjualbelikan sudah jelas walaupun dengan nilai
yang lebih tinggi dari harga, seandainya dibayar tunai dan waktu penyerahannya
juga sudah ditentukan secara jelas.** Syarat yang harus dipenuhi dalam

melakukan ijab dan gabul ialah sebagai berikut:

42 Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), him.
73-74

“3 Ibid., him. 194-196

4 Ibid., him. 197-200
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a. tidak ada yang memisahkan, pembeli tidak dibenarkan hanya berdiam
saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
b. Tidak diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan gabul
c. Beragamakan Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-
benda tertentu, misalkan seseorang dilarang menjual hambanya yang
beragamakan Islam kepada pembeli yang tidak beragamakan Islam,
dikarenakan besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan
abid yang beragamakan Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang
mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin
lainnya.*®
Adapun menurut fugaha Hanafiyah terdapat empat macam syarat yang harus
terpenuhi dalam jual beli yakni, syarat al-in’agad, syarat shihhah, syarat nafadz
dan syarat luzum
a. Syarat al-in’aqad terdiri dari:

1) Berkenaan dengan ‘agid haruslah cakap dalam bertindak hukum.

2) Berkenaan dengan akadnya sendiri: (a) adanya kesesuaian antara
ijab dan gabul, (b) berlangsungnya didalam majelis akad.

3) Berkenaan dengan objek jual beli: (a) barangnya ada, (b) berupa mal
mutagawwi, (c) milik sendiri, dan (d) dapat diserah terimakan ketika
akad.

b. Syarat shihhah
Syarat shihhah yang bersifat umum ialah bahwasanya jual beli tersebut
tiddak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yakni:
Jihalah (ketidakjelasan), Zk'rah (Paksaan), Taugit (pembatas waktu),
Gharar (tipu daya), Darar (aniaya) dan persyaratan yang merugikan
pihak lain.

c. Syarat nafadz

5 Ibid, ..., him. 71
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Syarat nafadz ada dua yakni: (a) adanya unsur milikiyah atau wilayah,

(b) bendanya yang diperjual belikan tidak mengandung hak orang lain.*

. Syarat luzum

Syarat luzum yakni tidak adanya hak khiyar yang memberikan pilihan

kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual

beli. Adapun syarat-syarat benda yang menjadi objek diperjual

belikannya ialah:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Suci atau mungkin untuk disucikan sehiingga tidak sah penjualan
benda-benda najis seperti anjing,babi,dan yang lainnya.

Tidak boleh di ta’likan yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada
hal-hal lain.

Memberikan manfaat menurut syara’, maka dilarang jual beli
benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut
syara’, seperti menjual babi dan lainnya.

Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan akan kuperjualkan
motor ini kepada si a selama satu tahun, maka penjualan tersebut
tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan
secara penuh yang tidak dibatasi oleh apapun kecuali ketentuan
syara’.

Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah
menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap

Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan
tidak seizing pemiliknya atau barang-barang yang baru akan
menjadi miliknya

Diketahui (dapat dilihat), barang yang di perjualbelikan harus
dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuranya,

apabila tidak diketahui dengan pasti maka jual beli tersebut

46 Ghufron. A Mas’adi, Figih Muamalah Kontekstual, him. 121-122
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tidaklah sah dan dapat menimbulkan kerugian dari salah satu
pihak.*’

Bentuk-bentuk dari syarat jual beli tersebut dapat dilaksanakan akibat
hukumnya, akad yang sudah sah tersebut harus memenuhi dua syarat yang
berlaku akibat hukum, yaitu adanya wewenang sempurna atas objek jual belinya
dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.*® Kewenangan
atas objek akad akan terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas
objek yang bersangkutan, atau mendapatkan kuasa dari pemilik serta objek
tersebut tidak tersangkutan dengan orang lain.*

ketiga, Mauqud alaih atau objek akad, adalah sesuatu benda atau barang
serta harga yang diperjual belikan, adapun syarat dari objek akad ini ialah:

a. Ma’qud ‘alayh harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang tidak ada
atau di khawatirkan barang itu,>® seperti jual beli buah yang belum
tampak atau jual beli anak hewan yang masih didalam kandungan.

b. Harta harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin
dimanfaatkan dan di simpan.

c. Benda tersebut hatus merupakan milik sendiri

d. Dapat diserahkan®!

Syarat sah didalam berakad ialah:

a. Adanya syarat umum yang dimana syarat ini berhubungan dengan semua
bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara. Syarat-syarat yang telah
disebutkan diatas juga harus terhindar dari kecacatan pembeli jual beli,

yaitu Kketidak jelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu,

47 Hendi Suhendi, Figih Muamalah, him. 71-72

48 Syamsul Anwar, Hukum perjanjian Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2010), him. 96

49 Ibid., him. 102

%0 Ibid., him. 75

51 Rahmat Syafe’l, Figh Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 76-79
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penipuan, kemudharatan, dan persyaratan-persyaratan yang dapat
merusak lainya.
b. Adanya syarat khusus dimana syarat-syarat yang hanya ada pada barang-
barang tertentu saja. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
1) Barang yang di jual belikan harus dapat dipegang, yaitu apabila
dilepaskan akan merusak atau hilangnya benda tersebut.
2) Harga awal yang harus diketahui
3) Serah terima benda di laksanakan sebelum berpisah, yaitu pada
jual beli yang bendanya ada di tempat.
4) Terpenuhi syarat penerimaanya.
5) Harus seimbang dalam ukuran timbanganya, yaitu dalam jual beli
yang memakai ukuran atau timbangan.
c. Syarat Luzum (kepastian), syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli
harus terlepas atau terbebas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan
kedua belah pihak yang akan berakad dan akan menyebabkan batalnya
akad.>
Keempat, terdapat adanya nilai tukar pengganti barang, menurut
sebagian ulama seperti al-Nawawi, al-Baghawi dan beberapa ulama lain, Sighat
al-aqid itu tidak menjadi rukun, tetapi hanya merupakan akad kebiasaan saja.
Apabila akad yang berlaku dianggap cukup meskipun tanpa lafal, maka sah
akadnya karena tidak ada suatu dalil yang terang untuk mewajibkan lafal
tersebut.>

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan
nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual

52 Buchari Alma, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 2009), him. 246
53 Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Figh Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada), him. 172
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beli.>* Jual beli yang menjadi kebiasaan, seperti jual beli yang menjadi suatu
kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul.

Menurut ulama Syafi’iyah, jual beli barang sekecil apapun harus
memenuhi syarat jual beli yaitu harus adanya ijab dan gabul, tetapi menurut
Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta’khirin Syafi’iyah berpendirian bahwa boleh
adanya jual beli barang-barang dengan kebutuhan atau barang yang kecil
melalui dengan syarat sudah mengetahui harga barang tersebut karena sudah
berlangganan dan tidak lagi harus adanya ijab dan gabul.>®

2. Syarat Jual Beli

Menurut istilah syara’, syarat ialah sesuatu yang harus ada, dan

menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak

berada di dalam pekerjaan itu.>®
Syarat-syarat dalam jual beli ada empat, yaitu syarat terbentuknya akad

(syurat al-in igad), syarat pelaksaan jual beli (syuratul nafaz), syarat sah

(syurut al-sihhah), syarat mengikat (syurut al-luzum).>’

a. Syarat terbentuknya akad (syuratul in’igad), Syarat ini berkaitan
dengan pihak yang melakukan transaksi jual beli, dimana pihak
yang melakukan transaksi jual beli harus pihak yang melakukan
transaksi jual beli lebih dari satu pihak.

b. Syarat pelaksanaan jual beli (syurat al-nafaz), merupakan syarat
berlakunya akibat hukum jual beli, dimana jual beli baru dianggap
sah ketika barang yang diperjualbelikan harus milik penjual dan

para pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum.

5 Al-Bahuti, Kasysyaf al-Qina’, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Jilid I1, jlm 125, ad-Dardir,
asy-Syarh al-Kabir, Jilid 111, him. 2, dan Asy-Syarbaini al-Khithib, Mughni al-Muhtaj, Jilid II,
him. 3

5 Hendi Suhendi, Figih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), him. 54

56 Oni Sahroni dan Hasanuddin, Fikih Muamalah..., him. 25.
57 |bid, him. 183.
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c. Syarat sah, (syurut al-sihhah), syarat keabsahan jual beli yang
memiliki dua macam bentuk syarat, yaitu syarat secara umum dan
syarat secara khusus. Adapun syarat umum adalah syarat yang telah
di sebutkan diatas dan ditambah empat syarat lagi, yaitu barang dan
harga. Dalam transaksi jual beli harus diketahui oleh para pihak,
tidak memiliki syarat yang dapat menguntungkan salah satu pihak
dan merugikan pihak yang lain, jual beli yang dilakukan harus
bersifat selamanya, dan transaksi jual beli yang dilakukan harus
memiliki manfaat. Adapun syarat khususnya, yaitu barang dan
harga pengganti harus memiliki nilai yang sama, salah satu dari
barang yang ditukar bukan utang piutang, barang yang dijadikan
sebagai objek transaksi harus dapat diserahkan, bebas riba, serta
tidak ada paksaan dari pihak lain. Dalam transaksi jual beli, harus
terhindar dari unsur ketidakjelasan, seperti ketidakjelasan barang
yang dijual, baik jenisnya, macamnya, kadarnya dan ketidakjelasan
harga.>®

d. Syarat mengikat (syurutul luzum), merupakan terbebas dari syarat
yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak seperti khiyar.

Tujuan dari adanya syarat-syarat tersebut dikarenakan untuk

menghindari pertentangan di antara manusia yang melakukan jual beli agar
terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari unsur penipuan dan ketidak jelasan.
Apabila akad jual beli dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang
telah terpenuhi maka konsekuensinya adalah perpindahan kepemilikan penjual
atas barang yang dijual kepada pembeli dan perpindahan kepemilikan pembeli

atas penukar kepada penjual. Masing-masing dari keduanya boleh melakukan

%8 Ibid, him. 76
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tindakan atas kepemilikannya yang telah berpindah kepadanya dengan segala
tindakan yang dibolehkan olah syariat.>®

C. Standarisasi Objek Jual Beli dan Harganya

Standarisasi berasal dari kata standar yang memiliki arti suatu ukuran
yang digunakan untuk suatu perbandingan nilai, kualitas serta kuantitas pada
suatu objek tertentu seperti produk atau hasil karya. Pengertian dari standarisasi
ialah suatu proses pembentukan standar teknis yang selanjutnya akan dijadikan
sebagai acuan atau standar cara uji, standar definisi, standar spesifikasi sekaligus
standar prosedur atau praktik, standarisasi bisa dikatakan sebagai penetapan
mutu pada produk, yang dijamin sebagai acuan minimal dalam mencapai
kualitas produk tersebut. Standarisasi digunakan sebagai tolak ukur terhadap
suatu objek dengan penentuan spesifikasi dan karakteristik tertentu yang
dikenakan pada objek, dengan adanya standarisasi, sebuah objek bisa memilliki
sebuah nilai lebih dan diakui oleh masyarakat.®

Setiap produk mempunyai standarisasi tersendiri, Standar nasional
Indonesia SNI yang diatur dalam UU No 20 Tahun 2014 Pasal 21 ayat (1)
disebutkan bahwa SNI dapat diterapkan secara sukarela oleh pelaku usaha,
Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan Pemerintah
Daerah. Namun dalam hal ini berkaitan dengan kepentingan keselamatan,
keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, Kementerian
atau Lembaga Pemerintah Non-kementerian berwenang menetapkan
pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan
Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Pasal 24), SNI (Standar Nasional

Indonesia) merupakan satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di

% 1bid, him. 78

80 A, Adang Supriyadi, Airmanship, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019),
him. 183
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Indonesia, semua produk yang beredar di Indonesia diharapkan sesuai
dengan SNI.%!

Ketentuan mengenai standarisasi nasional telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 berisi tentang
Standarisasi Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada
tanggal 10 November 2000. Ketentuan ini adalah sebagai pengganti Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standarisasi Nasional Indonesia dan
Keputusan presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia.®?

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun
2000 tentang Standarnisasi Nasional pada butir a dan b menjelaskan bahwa
tujuan penerapan SNI adalah :

1. Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya
guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel,
yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan
konsumen, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang
keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup, maka
efektifitas pengaturan dibidang standarisasi perlu lebih ditingkatkan.

2. Bahwa Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) yang di
dalamnya mengatur masalah standarisasi berlanjut dengan
kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan
nasional di bidang standarisasi.®®

Adapun prinsip tujuan dari standarisasi nasional adalah :

61 Midayanto, dkk “Penentuan Atribut Mutu Tekstur Tahu Untuk Direkomendasikan
Sebagai Syarat Tambahan Dalam Standar Nasional Indonesia”. Jurnal Pangan dan
Agroindustri, Vol. 2, No. 4, Oktober 2014, him. 259.

62 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standarisasi Nasional.
83 Ibid.
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Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga
kerja dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan,
kesehatan maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Membantu kelancaran perdagangan.

Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 berisi

tentang Standarisasi Nasional Pasal 2 mengenai ruang lingkup dari Standarnisasi

Nasional adalah mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan:®*

1.

Metroligi teknik

Yang dimaksud metrologi teknik adalah metrologi yang mengelola
satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur,
yang menyangkut persyaratan teknik dan pengembangan standar
nasional untuk satuan ukuran dan alat ukur sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan kepastian dan
kebenaran dalam pengukuran.

Mutu

Yang dimaksud dengan mutu adalah keseluruhan karakteristik dari
wujud yang mendukung kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan
yang dinyatakan atau tersirat.

Standar

Yang dimaksud dengan standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu
yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan
consensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat
keselamatan, keamanan, kesehatan lingkungan hidup, perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa

him. 15

64 Pengantar Standarisasi edisi kedua, Badan Standarisasi Nasional, (Jakarta, 2014),
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kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang
sebesar-besarnya.
4. Pengujian

Pengujian adalah kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan, penentuan

satu atau lebih sifat atau karakteristik dari suatu produk bahan, peralatan,

organisme, fenomena fisik, proses atau jasa, sesuai dengan prosedur
yang telah ditetapkan.

Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis
oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan
dan peredaran produk. SNI ini akan diuji melalui laboratorium khusus untuk
menilai kualitas bahan yang digunakan, dan kualitas pasca produksi, sehingga
dengan SNI ini masyarakat sebagai konsumen akan terlindungi dari produk-
produk yang tidak berkualitas. Untuk itu setiap lembaga yang berwenang harus
melakukan pengujian dan penilaian suatu produk yang dihasilkan sehingga
seluruh produk yang beredar di pasaran telah melalui proses pengujian
tersebut.®

Kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI atau habis
masa berlakunya SNI, maka dapat dibekukan sementara serta ditarik dan
dilarang menjual barang tersebut, memberikan jasa dan menjalankan proses atau
sistem serta mencakup pula larangan edar bagi barang yang tidak sesuai dengan
SNI. Jaminan akan kualitas barang dan jasa menjadi syarat yang menentukan
dalam mengakses sebuah pasar didalam jual beli terhadap harga yakni bertujuan
untuk mewujudkan keseimbangan antara harga dan barang yang akan
diperjualbelikan.

Di dalam menetapkan harga pada barang tidak dapat menggunakan cara

yang bertentangan dengan praktik-praktik dengan syariat serta tidak halal,

% Ibid
8 Sriati Djaprie, Pengantar Standardisasi, (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional,
2009)
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barang merupakan harta kekayaan yang berupa benda material maupun benda
immaterial baik bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan harga ialah
sejumlah uang yang senilai dengan benda. Objek persetujuan dalam jual beli
ialah barang yang diperjual belikan. Dikarenakan barang ialah essensial pada
perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli apabila tidak
ada barang yang diperjualbelikan.

Standarisasi dalam penentuan harga emas Antam yang dilakukan oleh
PT Pegadaian Syariah yaitu mengacu pada perkembangan harga emas dunia, PT
Pegadaian Syariah melakukan penjualan dengan penetapan harga modal dan
ditambah dengan margin keuntungan, PT Pegadaian Syariah menetapkan margin
pada setiap penjualan emas sesuai dengan harga pasar pusat (HPP). HPP
mengacu pada perusahaan produksi emas Antam yang bekerjasama dengan PT
Pegadaian Syariah. Saat ini PT Pegadaian memegang 2 brand emas untuk
bekerjasama yaitu PT Emas Antam (Aneka Tambang) dan PT Emas UBS
(Untung Bersama Sejahtera).®’

Terdapat perbedaan harga yang cukup signifikan antara kedua brand ini,
dimana para nasabah dapat melihat perbedaan antara harga dari kedua brand
Emas ini di Web Pegadaian Syariah yang di updatet setiap hari jika harga emas
sedang tidak stabil atau perminggunya ketika harga emas stabil. Harga emas
yang dipatok oleh PT Antam lebih tinggi dari pada harga emas UBS, perbedaan
ini tidak disebabkan oleh kandungan emas yang terkandung didalamnya
melainkan karena brand dari PT Antam ini sudah jauh lebih terkenal.%

Menurut Ibnu Taimiyah, suatu harga ditinjau dari kekuatan penawaran

dan permintaan, serta naik turunnya harga tak selalu berkaitan dengan

5"\Wawancara dengan Reja, Pegawai PT Pegadaian Syariah Cab.Banda Aceh pada 14
juni 2023

®8Seroja, “Transaksi Pembelian Emas Non Riil Pada PT.Pegadaian Syariah
KCP.Darusalam Dalam Perpektif Akad Ba’i AI-Muqayyad Studi Tentang Cicilan Emas Dan
Konsukuensinya Pada Tabungan Emas” . Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).
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penguasaan yang dilakukan oleh seseorang, dikarenakan adanya kekurangan

dalam produksi dari barang yang diminta. jika kebutuhan terhadap jumlah

barang meningkat sementara kemampuan menyediakannya menurun, harga

dengan sendirinya akan naik. jika kemampuan penyediaan barang meningkat

dan permintaan menurun maka harga dari barang tersebut akan menurun.®°

Di dalam ekonomi Islam terdapat beberapa asas-asas transaksi antara

lain ialah:

a.

Setiap transaksi pada dasarnya mengikat para pihak yang melakukan
transaksi, kecuali apabila transaksi itu menyimpang dari hukum syara’,
seperti memperdagangkan barang haram.

Asas melakukan transaksi secara sukarela, yaitu kerelaan yang
sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan sementara, serta
tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Asas keadilan, yaitu adanya keseimbangan baik dari segi produksi, cara
memperolehnya, maupun pendistribusian. Dalam arti kedua pihak yang
melakukan transaksi ekonomi harus berlaku dan diperlakukan secara adil
dalam konteks pengertian luas dan konkrit.

Asas saling menguntungkan, yaitu tidak terdapat satu pihak pun yang
dirugikan baik dari pihak penjual maupun pembeli. Dalam konteks ini
hak memilih, jujur dan amanah sangat berperan penting oleh kedua belah
pihak agar dapat saling menguntungkan.

Asas saling menolong dan saling membantu. Syarat-syarat transaksi
dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh tanggung jawab,
tidak menyimpang dari hukum syara’ dan adab sopan santun. Islam
mewajibkan agar setiap transaksi, dilandasi dengan niat yang baik dan
ikhlas karena Allah Swt, sehingga terhindar dari segala bentuk penipuan,

dan sebagainya.

8 Ibnu Taimiyah, “Alhisbah Fi Al Islam”, (Kairo: Dar al-Sa’ab 1976), him. 41
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f. Adat kebiasaan atau ‘urf yang tidak menyimpang dari syara’, boleh
digunakan untuk menentukan batasan atau kriteria-kriteria dalam
transaksi.

Dari penjelasaan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan
harga terhadap barang yang diperjualbelikan yaitu dengan melihat harga pasar
yang sedang terjadi, akan tetapi harga juga ditentukan berdasarkan keadaan
barang yang akan dijual sehingga tercapainya keseimbangan. Agar dapat
terwujudnya keseimbangan antara harga dan barang yakni dengan dilakukannya
tawar menawar antara kedua belah pihak yang bertransaksi guna untuk
menghindari kecenderungan yang berlawanan antara pihak jual dan pihak beli
dan tidak keluar dari ruang lingkup syariat.”

D. Penjualan Kembali Objek Pasca Transaksi Jual Beli

Jual beli dengan hak membeli kembali diatur dalam Pasal 1519
KUHPerdata “Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual serta
diterbitkan dari suatu perjanji, dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil
kembali barang yang dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asal
yang disertai penggantian serta disebutkan dalam pasal 1532 KUHPerdata.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesi Nomor 1729 PK/Pdt/2004
tentang jual beli dengan hak membeli kembali.”

Dalam pasal tersebut menjelasan bahwa hak untuk membeli kembali
terhadap barang yang telah dijual, ditimbulkan karena adanya suatu perjanjian
atau kesepakatan penjual dan pembeli dalam perjanjian tersebut, dimana penjual
diberikan hak untuk dapat membeli kembali barang yang telah dijualnya dengan
mengembalikan harga asal dan penggantian. jual beli dengan hak membeli

kembali ini diatur juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2. Tahun

0 Riska Yolanda “Standardisasi Harga Jual Komoditas Kakao Pada Kalangan Petani
Di Kecamatan Bambel Aceh Tenggara Menurut Mabi’” skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)

"1 Suharnoko, Hukum Perjanjian: teori dan analisis kasus (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2004), him. 29.
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2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut KHES)
pada Pasal 20 ayat 41 dan pada buku Il tentang akad pada bab V tentang akibat
Ba’i pada bagian ke V yang di dalamnya dikenal dengan istilah bai’ wafa’ (jual
beli dengan hak membeli kembali) (Pasal 112-115), dalam Pasal 20 ayat 41
menyebutkan Bai’wafa’ atau jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual
beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat
dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.”

Dalam pasal di atas menjelaskan bahwa jual beli dengan hak membeli
kembali dilakukan dengan adanya perjanjian bahwa pembeli diberikan hak
untuk membeli kembali terhadap barang yang telah dijualnya, jika waktu yang
telah disepakati atau diperjanjikan telah tiba dengan mengembalikan harga
pembelian semula saja.

Terkait dengan jual beli hak membeli kembali, yang diatur dalam Pasal
1519 KUHPerdata tidak diperbolehkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1729 PK/Pdt/2004 disebabkan karena jual beli ini
merupakan perjanjian hutang piutang dan disisi lain bertentangan dengan hukum
adat. Namun, berbeda halnya dalam pandangan ulama figih, yang merupakan
salah satu kitab rujukan yang menjadi refrensi dalam penyusunan KHES
mengenai jual beli dengan hak membeli kembali, dalam hal ini ulama hanafi
melegalisasikan terhadap jual beli ini, dengan alasan jual beli demikian
dilakukan dalam rangka menghindari masyarakat melakukan transaksi yang
mengandung riba.”

Menurut putusan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali yang
diatur dalam Pasal 1519 KUHPerdata, ialah tidak diperbolehkan, karena
beberapa hal :

2 Mahkamah Agung RI, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah edisi revisi” (Jakarta:
Mahkamah Agung RI, 2011)
73 Sumardi dkk, “Studi Komparasi Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Menurut

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata) Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(Khes) ”. Journal of Shariah Economic Law, Vol. 1, 2021, him. 132-147.
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Terdapat
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Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali adalah perjanjian
hutang-piutang yang terselubung (semu). Artinya, bahwa perjanjian
jual beli dengan hak membeli kembali sebenarnya adalah perjanjian
hutang piutang, yakni pemberian pinjaman dengan jaminan.
Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali bertentangan

dengan hukum adat, karena hukum adat tidak mengenal jual beli
dengan hak untuk membeli kembali.

ketentuan-ketentuan dalam perjanjian membeli kembali yang harus

diketahui oleh pihak, di antara ketentuan tersebut berupa;

a. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam hak membeli kembali, adapun

hak dan kewajiban yang sama-sama dipikul oleh masing-masih pihak dalam

jual beli dengan hak membeli kembali diantaranya:

1)

2)

Kewajiban Penjual

Kewajiban penjual dalam jual beli dengan hak membeli kembali
dijelaskan pada Pasal 1532 KUHPerdata. Penjual yang akan
mempergunakan haknya untuk membeli kembali terhadap barang
yang telah dijualnya kepada pembeli, memiliki kewajiban utama
yakni dengan mengembalikan uang seharga penjualan semula.
Kemudian jika terdapat biaya yang dikeluarkan oleh pembeli dalam
proses dilakukannya pembelian dan penyerahan atas objek tersebut,
maka penjual selain berkewajiban mengembalikan harga pembelian
awal juga memiliki kewajiban mengganti untuk biaya yang telah
dikeluarkan pembeli, baik berupa perbaikan yang menyebabkan
bertambahnya harga dan nilai suatu barang selama pengeluaran biaya
yang sah menurut hukum.

Hak Penjual

Hak penjual terhadap objek yang telah diperjanjikan jual beli dengan

hak membeli kembali, berhak untuk menuntut kepada pembeli
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4)
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mengembalikan obyek penjualan setelah penjual mengembalikan
semua harga pembelian termasuk ganti rugi yang dikeluarkan oleh
pihak pembeli terhadap pembiayaan perbaikan, perawatan dan biaya
lain yang mungkin diperlukan untuk menjaga objek jual beli tersebut.
Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1532 KUHPerdata.
Kewajiban Pembeli

Adapun kewajiban pembeli dalam jual beli dengan hak membeli
kembali yakni, menyerahkan objek, jika penjual sewaktu waktu
mempergunakan haknya untuk membeli kembali terhadap barang
yang telah dijualnya, selama belum berakhir jatuh tempo dengan
ketentuan penjual telah memenuhi atau membayar segala harga
pembelian. Selanjutnya, kewajiban pembeli ialah menjaga kebendaan
agar nilainya tidak berkurang dan merawat kebendaan agar tetap
seperti  sediakala. Kemudian Pembeli berkewajiban untuk
membebaskan barang yang akan diserahkan kepada pemilik awal
dari berbagai beban dan hak tanggungan yang ditetapkan pada objek
jual beli dengan hak membeli kembali.

Hak Pembeli

Pihak pembeli dapat menuntut kepada penjual pengembalian harga
pembelian semula dan berhak menuntut untuk penjual mengganti
kerugian yang ditimbulkan dari semua biaya yang telah dikeluarkan
pembeli baik untuk perawatan atau perbaikan dari barang yang
dibelinya tersebut. Selain itu menurut Pasal 1524 KUHPerdata
menyebutkan: “Barang siapa membeli dengan perjanjian membeli
kembali, memperoleh segala hak penjual sebagai penggantinya ia

dapat menggunakan hak lewat waktunya baik terhadap pemilik sejati



42

saja yang mengira punya hak hipotek atau hak lain atas barang yang
dijual itu”.

5) Objek Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali

Berkenanaan dengan objek jual beli dengan hak membali kembali
ini, di dalam KUHPerdata tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi
pada dasarnya yang menjadi objek jual beli tersebut sama seperti jual
beli seperti biasanya. Objek yang dimaksud berupa barang atau hak
yang dapat dimiliki (499 KUHPerdata), Hanya saja dalam perjanjian
jual beli ini, si penjual diberikan hak untuk membeli kembali
terhadap objek tersebut.

Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian disebutkan mengenai suatu hal
tententu, suatu hal tertentu yang dimaksud adalah barang yang menjadi objek
suatu perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdata menyebutkan bahwa barang yang
menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu, setidaknya harus ditentukan
jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, apabila dikemudian hari
dapat ditentukan atau diperhitungkan. Pasal 1332 KUHPerdata juga
menyebutkan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang
menjadi objek perjanjian.

Syarat selanjutnya terkait objek jual beli ialah berupa suatu yang halal,
maksudnya bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum (1337 KUHPerdata). Di
dalam Pasal 1335 KUHPerdata juga menyebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa
sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak
mempunya kekuatan.” Berdasarkan kedua syarat yang telah disebutkan di atas,
jika salah satunya tidak terpenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum,
sehingga para pihak yang melakukan perjanjian jual beli dengan hak membeli

kembali tidak dapat saling menuntut kepengadilan, karna dengan tidak

4 Ibid., him. 137-138
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terpenuhinya kedua unsur tersebut dapat dikatakan bahwa para pihak tidak
pernah melakukan perikatan.

Selanjutnya Pasal 1523 KUHPerdata menyebutkan “Penjual suatu
barang tak bergerak yang telah meminta diperjanjian hak untuk membeli
kembali barang yang dijualnya, boleh menggunakan haknya terhadap seorang
pembeli kedua, meskipun dalam persetujuan kedua belah tidak disebutkan janji
tersebut”. Yang memiliki artian bahwa untuk jangkauan hak membeli kembali
terhadap objek jual beli ini tidak hanya terbatas pada pembeli pertama saja.
Tetapi juga menjangkau para pembeli selanjutnya, meskipun syarat tersebut
tidak dicantumkan dalam perjanjian jual beli, sepanjang mengenai jual beli
terhadap benda-benda tak bergerak.”™

Sedangkan dalam hukum Islam, jual beli dengan hak membeli kembali
masih diperdebatkan hukumnya. Dalam buku kaidah-kaidah figih muamalah dan
aplikasinya dalam ekonomi Islam dan perbankan syariah karya Abbas Arfan,
dijelaskan bahwa menurut Musthafa Ahmad al-Zarga, para ulama terpecah
menjadi 3 (tiga) pendapat dalam menyikapi hukum yaitu, pertama, jual beli
yang sah sebagai akad jual beli bersyarat, kedua, jual beli yang sah namun
menjadi hukum rahn (gadai), ketiga, jual beli yang tidak sah.

Dalam Islam ada bentuk transaksi jual beli yang dibolehkan dan ada
yang diharamkan, namun diperselisihkan hukumnya. Allah telah menghalalkan
segala bentuk jual beli selama sesuai dengan syariat, hal ini telah diatur dalam

al-Quran.”

5 Ibid., 139
6 Abbas Arfan, “Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi
Islam & Perbankan Syariah “ (Malang: UIN Malang Press, 2012), him. 117
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BAB TIGA
IMPLEMENTASI TRANSAKSI BUYBACK PADA PRODUK
TABUNGAN EMAS
A. Profil PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

Lembaga pegadaian atau juga yang dikenal dengan Pawn Shop yaitu
lembaga perkreditan dengan sistem gadai.”’ Pada tanggal 1 April 1901
didirikannya pegadaian pertama di Sukabumi (Jawa Barat), sekaligus inilah
merupakan awal berdirinya pegadaian di Indonesia, serta menjadi hari ulang
tahun pegadaian.”

Pada tahun berikutnya pegadaian mengalami beberapa kali perubahan
bentuk badan hukum, akhirnya pada tahun 1990 menjadi perusahaan umum
(Perum). Pada tahun 1960 pegadaian diubah menjadi Perusahan Negara (PN).
Pada tahun 1969 PN Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan).
dan pada tahun 1990 Perjan diubah menjadi Perusahaan umum Pegadaian
(Perum) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 tanggal 10 april
1990.7

Kantor pusat Perum berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor
daerah, kantor perwakilan daerah dan kantor cabang. Saat ini jaringan usaha
Perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di seluruh
Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Perum
Pegadaian menerapkan sistem gadai syari’ah yang dimulai sejak bulan
Desember 2003.2°

Pemerintah mengubah status badan hukum Perusahan Umum (Perum)
Pegadaian menjadi perusahaan persero pada tahun 2012, tepatnya 1 April 2012,

bertepatan dengan ulang tahun pegadaian ke-111 sampai saat ini. Hal tersebut

7 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), him. 80.

78 |bid., him. 81-82.

°Sejarah PT Pegadaian, https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan.di akses
pada tanggal 06 juni 2023.

8 Ibid., him. 83.
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tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011
tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan
Persero, dan ditandatangi oleh Presiden pada 13 Desember 2011, Pegadaian
adalah gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lain
di bidang keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Usaha
tersebut khusus ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan menengah. Tujuan
lainnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perseroan dengan
menerapkan prinsip perseroan terbatas. 5t

Kegiatan usaha utama Perum Pegadaian menurut Pasal 2 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan
Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Persero. Pertama, menyalurkan
pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek. Kedua, menyalurkan
pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, dan ketiga adalah melayani jasa titipan,
pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia. Selain
kegiatan utama usaha itu, Pasal 2 ayat (3) menyatakan Perum Pegadaian dapat
melakukan usaha jasa uang, jasa transaksi pembayaran dan jasa administrasi
pinjaman. Agar Perum Pegadaian mengoptimalisasi sumber daya manusia.
Mengenali modal Perum Pegadaian, dalam Peraturan Pemerintah di sebutkan
setelah dilakukan audit, maka neraca penutup Perum Pegadaian akan menjadi
neraca Pembuka Perum Pegadaian. neraca pembuka itu ditetapkan oleh Menteri
Negara Badan Usaha Milik Negara.®?

Layanan Gadai Syai’ah mengimplementasikan prinsip rahn dan dibentuk
sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk membantu masyarakat
yang mengharapkan adanya layanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur
riba yang dilarang menurut syari’at Islam, selain di Perum Pegadaian (Persero)

Lembaga Keuangan Syari’ah lainnya juga menggunakan prinsip rahn sehingga

8l Sejarah PT Pegadaian, https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan.di
akses pada tanggal 06 juni 2023.

82 peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Badan Hukum
Perum Pegadaian Menjadi PT. (Persero).
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dapat dipandang sebagai pengembangan produk. Untuk mengelola kegiatan
tersebut, pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syari’ah yang semula
dibawah binaan divisi usaha lain.

Konsep operasi Pegadaian Syari’ah mengacu pada sistem administrasi
modern, yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan
dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syari’ah itu sendiri dijalankan
oleh kantor-kantor cabang pegadaian syari’ah atau Unit Layanan Gadai Syari’ah
(ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum
Pegadaian (Persero). ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara
struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. &

PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Merupakan spin-off dari
Pegadaian Daerah Sumatera Utara yang mengelola seluruh lokasinya di Nangroe
Aceh Darussalam, dan Sumatera Utara. Yang pada awalnya adalah perum
pegadaian yang beroperasi dengan sistem konvensional atau sama dengan perum
pegadaian daerah lainnya yang umumnya ada di Indonesia. Namun, berkaitan
dengan status otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada Provinsi
Aceh serta penerapan syari’at Islam dan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 103 tanggal 10 November 2000, maka Perum Pegadaian menerapkan
sistem gadai syari’ah sejak tahun 2003. Pada tahun 2005, PT Pegadaian Cabang
Banda Aceh dengan sistem konvensional beralih menjadi PT Pegadaian Syari’ah
Cabang Banda Aceh.

Hal yang melatar belakangi perubahan pada PT Pegadaian Syari’ah
Cabang Banda Aceh dari konvensional menjadi syari’ah disebabkan oleh
tuntutan dari Pemda umumnya dan masyarakat khususnya, diversifikasi usaha
(yaitu nasabah bebas untuk memilih pegadaian, baik yang memakai sistem
konvensional maupun sistem syari’ah), mengikuti tuntutan bisnis yang sudah

dipraktekkan oleh perbankan syari’ah terlebih dahulu agar lebih khusus lagi

8 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), him. 86.
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serta untuk menghindari pembajakan sumber daya manusia (SDM) oleh para
pesaing.

Selain itu, Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh mendirikan UPS (Unit
Pegadaian Syariah) untuk memudahkan masyarakat umum dalam mengakses
layanan gadai berbasis syariah agar dapat melayani seluruh lapisan masyarakat
Aceh. Kantor Cabang Banda Aceh saat ini membawahi 8 (delapan) UPS (Unit
Pegadaian Syariah), yaitu UPS Sabang, UPS Punge, UPS Lamlagang, UPS
Simpang Surabaya, UPS Syiah Kuala, UPS Kampung Mulia, UPS Simpang
Mesra, dan UPS Ulee Kareng.3*

Dengan adanya kantor unit tersebut dapat memberikan kemudahan bagi
masyarakat dalam memperoleh pelayanan jasa gadai syariah, kemudahan ini
semakin besar dengan adanya layanan operasional yang diberikan mulai dari
hari Senin sampai dengan hari Sabtu, sehingga memudahkan masyarakat dalam
berinteraksi dengan pihak pegadaian.

PT Pegadaian Syariah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk
pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan
hukum gadai syariah. Karakteristik dari pegadaian syariah yaitu tidak ada
pungutan yang berbentuk bunga, dalam konteks ini, uang ditempatkan sebagai
alat tukar, bukan sebagai komoditi yang diperjual belikan. Namun, pegadaian
syari’ah hanya mengambil keuntungan dari hasil imbalan jasa yang
ditawarkan.®

Kredit pegadaian sesuai dengan masyarakat Indonesia, dikarenakan
prosedurnya sangat sederhana, pelayanannya juga mudah dan cepat, sistem ini
merupakan alternatif perspektif yang ideal terutama bagi masyarakat yang
berekonomi kebawah. Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintah,

pegadaian merupakan salah satu lembaga yang berhak memberikan kredit

84 Hasil Wawancara dengan Reja, Pegawai PT Pegadaian Syariah Cab.Banda Aceh
pada 14 juni 2023.
8 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syari’ah, him. 95,
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kepada masyarakat atas dasar hukum gadai, yang bertujuan agar masyarakat
tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung
memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.

Dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, PT Pegadaian
Syariah Cabang Banda Aceh sebelumnya membentuk suatu struktur organisasi
yang mencerminkan suatu bagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.
Perusahaan tersebut langsung dibawahi oleh seorang pimpinan dan dibantu oleh
beberapa staf penaksir atau ahli taksir, satu orang penyimpan barang jaminan,
satu orang dibagian analisi, satu orang petugas administrasi mikro dan satu
orang kasir. Dengan adanya struktur organisasi pada suatu perusahaan, maka
setiap karyawan akan lebih jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing
sehingga tidak akan terjadi penyimpangan dalam menjalankan tugas pada
masing-masing bagian.®

Berdasarkan hal ini, maka pihak yang terkait dengan perusahaan baik itu
pimpinan maupun bawahan harus selalu membina hubungan yang saling
memberikan manfaat kepada perusahaan, alat dan wewenang serta tanggung
jawab yang ada digunakan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Proses
pengorganisasian dari suatu organisasi terutama dalam mencapai suatu tujuan
adalah mengelompokkan kegiatan kerja, mengalokasikan, membagi tugas,
sehingga dengan demikian diharapkan dalam diri karyawan akan tumbuh
dedikasi dan kualitas diri yang tinggi, spesifikasi pekerjaan pada bidang masing-
masing, sehingga suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

PT Pegadaian Syari’ah memiliki visi dan misi. Adapun visinya ialah
sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi
market leader dan mikro berbasis gadai yang selalu menjadi yang terbaik untuk
masyarakat menengah kebawah. Misinya ialah sebagai berikut:

8 Hasil Wawancara dengan Reja, Pegawai PT Pegadaian Syariah Cab.Banda Aceh
pada 14 juni 2023.
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1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu
memberikan pembinaan terhadap suatu usaha golongan menengah
kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Memastikan pemerataan pelayanan yang memberikan kemudahan dan
kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi
pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

3. Membantu pemerintahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain
dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Adapun yang menjadi tugas pokok pegadaian yaitu menyalurkan uang
pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan
dengan gadai atas tujuan materi. Tujuan berdirinya Pegadaian Syari’ah yaitu
turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah
kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa lainnya di
bidang ekonomi serta menghindarkan masyarakat dari praktek gadai gelap, ijon,
riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Pegadaian Syari’ah sekarang ini telah
banyak mengeluarkan produk yang bertujuan untuk memenuhi semua kebutuhan
masyarakat salah satunya ialah produk Amanah, Ar-Rum BPKB, Arrum Haji,
Tabungan Emas, dan lainnya.?’

B. Implementasi Transaksi Buyback Dalam Produk Tabungan Emas

Kesepakatan transaksi buyback pada produk tabungan emas ini yakni,
ketika para nasabah melakukan transaksi jual beli emas dengan cara menabung
di pegadaian syariah. Yang dimaksud dari kata menabung disini ialah nasabah
pada awal memulai transaksi tabungan emas akan di berikan buku tabungan
sebagai buku catatan kepemilikan emas yang telah di beli, setelah itu nasabah

baru bisa melakukan tranasaksi pembelian emas dengan cara mencicilnya.

8 Visi dan Misi PT. Pegadaian, https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi.
diakses pada tanggal 22 juni 2023.
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Cara membeli emas dengan cara mencicil tersebut dapat dikatakan
menabung emas di produk tabungan emas, nasabah dapat menabung emas mulai
dengan berat emas 0,01 gram, apabila pada hari ini harga emas per-gram sekitar
Rp.982,000, maka nasabah dapat menabung dengan uang sekitar Rp.10.000
untuk mendapatkan emas seberat 0,01 gram, yang akan langsung di catatkan ke
rekening tabungan emas yang dimiliki nasabah. Sehingga ketika nasabah
memiliki uang lebih dan ingin menabung emas, maka nasabah bisa langsung
menabungkan uangnya ke rekening tabungan emas yang dimilikinya.®

Dalam penerapanya, ketika nasabah menabung emas di produk tabungan
emas, maka saldo tabungan emas ini akan langsung di konversikan ke jumlah
berat emas yang dimiliki oleh nasabah tersebut, jadi berapapun jumlah uang
yang disetorkan ke rekening akan langsung dikonversikan ke dalam satuan berat
emas logam mulia 24 karat.®°

Pihak PT Pegadaian Syariah menggunakan sistem beli titip emas,
disebut dengan jual beli dikarenakan pada kegiatan oprasionalnya PT Pegadaian
Syariah melalui devisi pengelolahan emas, di setiap harinya melakukan
pembelian emas. Proses pembelian emas tersebut di gambarkan pada hari disaat
nasabah menabung dan membeli emas, mulai Pukul 08.00 WIB sampai Pukul
23.59 WIB, devisi emas PT pegadaian mencatat semua transaksi nasabah
produk tabungan emas yang akan disetorkan uang tersebut untuk ditabung di
produk tabungan emas.

Setelah devisi emas mencatat seluruh transaksi yang ada di produk
tabungan emas maka pada pukul 00.00 WIB, devisi emas akan
merekapitulasikan semua transaksi tabungan emas di seluruh indonesia,
kemudian akan langsung dibelikan emas pada PT ANTAM, ataupun PT UBS,

sesuai besaran jumlah nominal uang nasabah yang sudah terkumpul di seluruh

8 Wawancara dengan Reja, Pegawai PT Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh pada 14
juni 2023
8 Ibid.
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Indonesia, dengan tunai. Proses titipan ini digambarkan ketika nasabah belum
bisa mencetak emasnya, emas nasabah belum bisa dicetak dikarenakan tidak
memungkinkan untuk dicetak, dikarenakan emasnya masih berukuran kurang
dari 1 gram. Maka dari itu nasabah harus menabungkan emasnya terlebih
dahulu, sehingga emas yang dimiliki nasabah ukurannya sudah mencapai 1
gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, dan seterusnya.

Apabila nasabah yang ingin mencetak emas dalam bentuk batangan
maupun perhiasan, maka akan dikenakan biaya tambahan dan perhitunganya
sesuai dengan berat emas yang akan dicetak nasabah tersebut. Sesuai dengan
harga emas dunia pada hari dilakukannya pencetakan emas, adapun biaya cetak
emas ini bersifat tidak stabil.®® Sebaiknya pada saat akan melakukan pencetakan
para nasabah harus menanyakan dengan jelas perusahaan apa yang akan dipilih
olen PT Pegadaian dalam melakukan pembelian emas agar tidak terjadi
kesalahpahaman, dikarnakan perbedaan biaya cetak PT UBS dan PT Antam
juga sangat jauh, selisih harga mencapai 2 kali lipat.

Tabel 3.1
Tabel biaya cetak emas di Pegadaian Syariah

Denominasi / Cetakan Antam Cetakan UBS | Cetakan Galeri 24
Kepingan
1 Gram Rp 120.000,- Rp 80.000,- Rp 60.000,-
2 Gram Rp 140.000,- Rp 125.000,- Rp 90.000,-
5 Gram Rp 250.000,- Rp 200.000,- Rp 175.000,-
10 Gram Rp 420.000,- Rp 350.000,- Rp 300.000,-
25 Gram Rp 750.000,- Rp 500.000,- -
50 Gram Rp 1.400.000,- Rp 750.000,- -
100 Gram Rp 2.750.000,- Rp 1.000.000 -

Sumber Data : https://www.pegadaian.co.id/harga. Diakses pada 11 Juli 2023

% wawancara dengan Reja, Pegawai PT Pegadaian Syariah Cab.Banda Aceh pada 14

Juni 2023.
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PT Pegadaian Syariah membeli kembali saldo tabungan emas milik
nasabah yang telah dijual kepada pihak Pegadaian, dengan cara langsung
mengurangi berat saldo tabungan emas di buku tabungan emas milik nasabah,
tanpa melalui proses pencetakan emas tersebut. Pada proses penukaran transaksi
buyback tersebut, para nasabah dapat secara langsung mendatangi outlet PT
Pegadaian Syariah guna untuk melakukan transaksi jual beli saldo tabungan
emas.

Adapun saat nasabah ingin melakukan transaksi buyback, emas yang
dimiliki para nasabah juga harus sebesar 1 gram, ketika seluruh persyaratan
dalam melakukan transaksi buyback tersebut terpenuhi, maka para nasabah
dapat menjual kembali (buyback) emasnya saat membutuhkan uang tunai. Pada
saat itu pihak Pegadaian Syariah segera memproses transaksi buyback, dan pada
hari itu juga pihak Pegadaian meminta buku tabungan nasabah guna untuk
melakukan proses pemotongan saldo emas di buku tabungan nasabah tersebut.

Pemotongan saldo emas pada buku tabungan emas nasabah, berdasarkan
besaran harga berat emas yang ingin nasabah buyback kan secara langsung.
Setelah itu pihak Pegadaian Syariah akan mencairkan uang tunai kepada
nasabah, sebesar harga berat emas yang di jual ke pihak Pegadaian Syariah. Dan
pada saat itu juga nasabah dapat menerima uang tunai dari menjual saldo
tabungan emas miliknya yang telah di jualnnya ke pada pihak Pegadaian
Syariah atau yang sering disebut dengan transaksi buyback.

Tetapi di tabungan emas ini tidak dapat dijadikan investasi jangka
pendek melainkan investasi jangka panjang, dikarnakan untuk melakukan
transaksi buyback tersebut, selain memiliki saldo tabungan minimal 1 gram
jangka waktunya pun harus sampai pada 3 atau 6 bulan pertama ataupun 1 tahun
menabung dan nasabah baru dapat melakukan transaksi buyback dipegadaian

tersebut.!

°1 1bid
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C. Penentuan Harga Buyback di PT Pegadaian Syariah

Dalam melakukan transaksi buyback ini nasabah harus membuka buku
tabungan terlebih dahulu, pembukaan buku rekening tabungan emas dapat
dilakukan dengan dua cara yakni dengan mendatangi langsung outlet pegadaian
syariah dan dengan melalui aplikasi pegadaian syariah digital.

Adapun dengan melalui outlet pegadaian syariah, syarat dan ketentuan
yang harus dilaksanakan oleh para nasabah untuk membuka rekening tabungan
emas Yyakni, pertama, nasabah dapat mengisi formulir serta melampirkan
fotocopy KTP guna untuk pengisian data diri nasabah, kedua, nasabah dapat
membayar biaya admin sebesar Rp.10.000 serta biaya pengelolaan rekening
Rp.30.000 yang akan dipotong setiap tahunnya dari saldo tabungan emas
nasabah dan biaya materai sebesar Rp.10.000, ketiga, nasabah dapat membeli
emas batangan dengan berat minimal 0.01 gram, keempat, nasabah dapat
menandatangani serta mendapatkan buku tabungan emasnya.

Sedangkan syarat dan ketentuan pembukaan rekening tabungan emas
melalui aplikasi pegadaian syariah digital yaitu, pertama, nasabah dapat
mendownload dan registrasi melalui aplikasi pegadaian syariah digital, kedua,
nasabah dapat memilih menu pada buka tabungan emas, ketiga, nasabah dapat
menginput data diri serta memilih lokasi cabang mana untuk melakukan
pembukaan rekeningnya, keempat, nasabah dapat memilih metode untuk
melakukan pembayaran, kelima, nasabah dapat melakukan pembelian emas
sebesar Rp.50.000 dan dapat melakukan pembayaran sesuai dengan petunjuk
yang ada, keenam, rekening nasabah telah aktif dan buku tabungan dapat
diambil dioutlet tempat pendaftaran.

Apabila buku tabungan emas sudah bisa digunakan oleh nasabah maka
para nasabah sudah dapat melakukan transaksi tabung menabung saldo emas
yang ditabung mulai dari Rp.100.000 diawal membuka tabungan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.
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Sedangkan apabila dikemudian hari nasabah membutuhkan dana karena
ada kebutuhan yang mendesak, maka nasabah mempunyai 2 pilihan untuk
memilih apakah emas yang sudah ditabung selama ini dalam bentuk rekening
tabungan emas akan digadaikan kepada pihak Pegadaian atau dijual yang biasa
disebut dengan Buyback.

Transaksi buyback adalah transaksi pembelian kembali. Kenapa disebut
dengan pembelian kembali, karena penjual barang yang menjual barangnya ke
konsumen, kembali membeli barangnya dari tangan konsumen. Jadi dalam pola
transaksi buyback tersebut terjadi pemindahan tangan atas hak guna barang
secara berulang. Sehingga pihak pegadaian yang awalnya bertindak sebagai
penjual barang yang telah menjual barangnya ke pada nasabah, dalam suatu
waktu pihak pegadaian kembali membeli barang yang telah dijualnya ke pada
nasabah tersebut.

Dalam pola pembelian kembali ini, biasanya akan disebut dengan
transaksi buyback, yang juga dapat dijumpai di PT Pegadaian Syariah,
khususnya di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Transaksi buyback
tersebut bisa kita jumpai didalam produk tabungan emas di Pegadaian Syariah
Cabang Banda Aceh, transaksi buyback yang ada di produk tabungan emas
adalah sebuah transaksi yang awalnya pihak Pegadaian berposisi sebagai
penjual, berpindah posisi sebagai pembeli atas barang yang sama. Artinya di
dalam transaksi buyback tersebut nasabah disini yang awalnya berposisi sebagai
(pembeli), kembali menjual emasnya kepada Pegadaian Syariah, yang awalnya
berposisi sebagai (penjual).

Pada produk tabungan emas ini hanya nasabah yang memiliki saldo
tabungan emas, sebesar harga emas seberat 1 gram yang bisa melakukan
transaksi buyback, guna untuk semakin mempermudah nasabah tabungan emas
yang ingin melakukan transaksi buyback di Pegadaian Syariah. Pihak Pegadaian

Syariah memperbolehkan nasabah untuk langsung dapat menjual kembali
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emasnya (yang masih berupa saldo tabungan) ke pihak Pegadaian Syariah, tanpa
harus mencetak emas tersebut terlebih dahulu dan kemudian nasabah akan
mendapatkan uang tunai sejumlah harga emas yang di jualnya ke pihak
Pegadaian Syariah pada saat itu juga. Dengan adanya transaksi buyback
tersebut, otomatis nasabah akan merasakan kemudahan didalam bertransaksi.

Syarat penukaran transaksi buyback dipegadaian syariah cabang Banda
Aceh sangatlah mudah serta prosesnya yang cepat, hanya dengan menyerahkan
buku tabungan serta KTP nasabah saja sudah dapat melakukan transaksi
buyback, prosedur melakukan transaksi buyback tersebut dapat dilakukan
dengan cara para nasabah mendatangi outlet kasir pegadaian syariah secara
langsung, serta menunjukan buku tabunganya guna untuk melakukan transaksi
buyback, berdasarkan harga pada hari bertransaksi dan langsung diproses untuk
pencairan dana dari buyback tersebut.

Tetapi pada proses buyback yang di lakukan oleh Pegadaian Syariah dan
nasabah tersebut ada selisih atau perubahan harga di mana pada saat nasabah
membeli emas di pegadaian syariah, adanya perbedaan harga di saat nasabah
menjual kembali emasnya ke pada pihak Pegadaian Syariah. Perubahan harga
jual atau beli emas tersebut terjadi di karenakan sifat harga emas yang selalu
fluktuatif.
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Tabel 3.2
Table Perbedaan dari Harga Beli dengan Buyback Emas
No Tanggal Denominasi / Harga beli Buyback
Kepingan
1 25/07/23 1 gram Rp.1.071.000 Rp.949.000
2 26/07/23 1 gram Rp.1.075.000 Rp.954.000
3 27/07/23 1 gram Rp. 1.076.000 Rp.955.000
4 28/07/23 1 gram Rp.1.068.000 Rp.946.000
5 29/07/23 1 gram Rp.1.071.000 Rp.950.000

Sumber Data : Penaksir PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh
Dengan perbedaan harga emas tersebut dapat di simpulkan bahwa
harga beli emas dengan mem buyback kan terdapat selisih harga Rp.122.000
pada tanggal 25 Juli 2023, pada tanggal 26 Juli 2023 terdapat selisih harga
Rp.121.000, ditanggal 27 Juni 2023 terdapat selisih harga Rp.121.000 pada
tanggal ini tidak terdapat selisih harga yang jauh melainkan tetap di karenakan
harga beli yang naik 1 persen dangan tanggal 26 tersebut, tanggal 28 Juni 2023
harga beli emas 1 gramnya mengalami penurunan yakni Rp.1.068.000 apabila di
buyback kan harganya Rp. 946.000 dapat dilihat selisih dari harga tersebut
sebesar Rp. 122.000 dan pada tanggal 29 Juni 2023 harga selisih emas 1
gramnya dari membeli ke buyback terdapat selisih Rp.121.000. pada dasarnya
harga selisih emas tersebut tidaklah terlalu jauh mengalami penurunan dari
membeli ke proses transaksi buyback emas. Harga tersebut terjadi di karenakan
pihak PT Antam mengikuti perputaran harga emas dunia, yang disalurkan
melalui PT Pegadaian Syariah.
Dalam mekanisme oprasional transaksi buyback dalam produk tabungan
emas ini, dapat dilihat bagaimana mekanisme atau pola transaksi, mulai dari

nasabah membeli emas dengan cara menabung di produk tabungan emas,
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hingga nasabah dapat menjual emasnya ketika emas atau saldo nasabah sudah
mencapai emas seberat 1 gram.

D. Tinjauan Akad Bai Al-Musawamah Terhadap Transaksi Buyback.

Adapun akad yang digunakan pada transaksi buyback tabungan emas ini
adalah Bai Al-Musawamah merupakan jual beli yang sering digunakan dalam
kehidupan sehari-hari, yaitu didalam penentuan harga dari komoditas yang
diperjualbelikan, yang dicapai melalui tawar menawar antara penjual dan
pembeli tanpa merujuk kepada harga pokok penjual atau biaya yang di pikul
oleh penjual. Tidak seperti bai’ murabahah, penjual dalam bai’ musawamah
tidak diwajibkan untuk mengungkapkan biaya pembelian barang tersebut (harga
pembelian dan biaya untuk memperoleh barang tersebut). Pada musawamah
kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli dapat menegosiasikan harga.®?

Dari segi hukum, pembayaran harga barang dalam musawamah dapat di
lakukan baik secara tunai maupun secara angsuran yang di tentukan waktunya.
Banyak kalangan ahli figih yang lebih menyukai sistem jual beli dengan tawar
menawar dari pada jual beli dengan sistem fixed profit (keuntungan tetap).
Karena sistem fixed profit itu didasari oleh kejujuran dan sikap amanah, yakni
jual beli yang bersikap amanah dan kepolosan, sehingga hal itu membutuhkan
perhatian terhadap situasi dan kondisi secermat mungkin. Padahal amatlah sulit
menghindari dorongan hawa nafsu untuk melakukan tindakan interpretatif dan
manipulatif. Jual beli semacam itu lebih baik dihindari.*®

Transaksi akad al Musawamah ini terjadi pada proses tawar menawar
atau kesepakatan antara kedua belah pihak antara nasabah dangan pihak
pegadaian dalam menabung emas dan ber transaksi buyback tersebut. Dalam
kesepakatan jual beli emas yang semulanya pihak pegadaian yang menjadi

penjual berubah menjadi pembeli pada transaksi buyback ini, pihak pegadaian

9 Muhammad Ayub, “Understanding Islamic Finance”, (Inggris: John Wiley & Son,
Ltd, 2007), him. 234.

% 1bid., 235
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memberikan pilihan kepada pihak nasabah yang ingin menjual kembali saldo
tabungan emasnya kepada pihak pegadaian, dengan keinginan nasabah tersebut
tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang ada, saldo tabungan emas harus
sudah mencapai 0,01 gram.

Hukum sah atau tidaknya ber tansaksi buyback mengunakan akad bai al
musawamah ini merupakan suatu proses ber transaksi yang sangat biasa terjadi
bahkan di jumpai, pada saat ingin melakukan jual beli sebuah barang, selagi
tidak ada dusta atau kecurangan di dalam transaksi tersebut. Di dalam transaksi
buyback, ini penulis mendapatkan bahwa transaksi tersebut terlaksanakan secara
suka sama suka walaupun pihak pegadaian tidak memberitahu harga pokok
serta keuntungan yang mereka peroleh, pihak nasabah dapat menabung sesuai
dengan kemampuannya dan dapat menjual saldo tabungan emas miliknya
kapanpun yang di inginkan nasabah tersebut. Jadi dapat di simpulkan bahwa
transaksi buyback mengunakan bai al musawamabh ini halal dilakukan walaupun
cacat pada rukun jual beli, tetapi banyak dari para ahli figh sangat menyukai
menggunakan akad al musawamah ini di karenakan adanya tawar menawar di
dalamnya.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan, operasional pada
produk tabungan emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh tidak
hanya menggunakan akad musawamah saja, namun terdapat akad wadi’ah
ketika setoran dana nasabah sudah ada di dalam rekening tabungan emas, serta
akad istisna ketika dalam proses pembelian atau percetakan emas tersebut hanya
dibuktikan print out bukti nota pembelian saja, jadi bukan berupa fisik emas
batangan, dan setelah ada nasabah yang ingin mencetak emas, maka pihak
kantor cabang Pegadaian Syariah akan memesan dan membelikannya ke PT
Antam atau PT UBS.

Dalam praktiknya, saldo tabungan emas ini bukan hanya nominal uang,

tetapi jumlah berat emas yang dimiliki oleh nasabah yang bersangkutan,
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berapapun jumlah uang yang disetorkan ke rekening akan langsung di
konversikan ke dalam satuan berat emas logam mulia 24 karat. Setelah
mencapai jumlah tertentu, nasabah dapat mencetak emas yang dimiliki atau
menjual kembali saat membutuhkan uang tunai. Dan nasabah yang ingin
mencetak emas dalam bentuk fisik emas akan dikenakan biaya lagi dengan
perhitungan sesuai berat emas yang akan dicetak nasabah dan sesuai harga emas
dunia pada hari tersebut.

Mengenai jual beli musawamah dalam transaksi buyback yang ada di
Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh ini adanya perubahan posisi antara
pihak nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah. Dalam prakteknya, nasabah
yang semula sebagai pembeli berubah menjadi penjual, dan pihak Pegadaian
Syariah Cabang Banda Aceh yang semula sebagai penjual berubah menjadi
pembeli

Didalam transaksi buyback ini pada dasarnya pihak pegadaian syariah
tidak memberi penjelasan mengenai berapa modal serta keuntungan yang
mereka peroleh dari para nasabah yang akan melakukan tabungan emas maupun
melakukan transaksi buyback itu sendiri, maka penulis dapatkan bahwa mereka
lebih cenderung memakai akad bai musawamah. Di karenakan adanya tawar
menawar yang dilakukan nasabah ke pada pihak pegadaian dalam menabung

saldo tabungan emasnya.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terkait analisis transaksi
buyback objek emas pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dalam
perspektif akad bai” musawamah, maka penulis menyimpulkan beberapa hal

sebagai berikut

1. Transaksi buyback merupakan layanan aftersales atau purna jual pada
produk tabungan emas, pada saat nasabah melakukan proses pembelian
emas melalui produk tabungan emas, nasabah dapat menjual kembali
saldo tabungan emas miiliknya untuk di buyback kan, dengan perbedaan
harga jual dan beli ke pada pihak Pegadaian Syariah selaku penjual awal.
Saldo tabungan emas yang bisa di buyback kan harus mencapai berat
emas sebesar 1 gram, ketika semua persyaratan untuk melakukan
transaksi buyback sudah terpenuhi maka pihak pegadaian akan
memperoses transaksi buyback tersebut serta melakukan pencairan dana
pada hari di lakukannya transaksi buyback tersebut.

2. Di dalam penentuan harga buyback emas ini, ada beberapa biaya yang
harus dikeluarkan oleh nasabah sebelum melakukan transaksi buyback
yakni, untuk melakukan pembukaan buku tabungan emas nasabah akan
di beratkan dengan biaya sebesar RP 100.000 biaya tersebut akan
digunakan RP 10.000 untuk biaya admin serta biaya pengelolaan
rekening RP 30.000 yang akan dipotong setiap tahunnya di saldo
tabungan masing-masing para nasabah, serta RP 10.000 untuk biaya
materai sisa dari uang nasabah tersebuat akan dikonfersikan menjadi
saldo emas sebesar 0.01 gram dengam pembelian pertama. Untuk
Syarat penukaran transaksi buyback di Pegadaian Syariah Cabang Banda

Aceh sangatlah mudah serta prosesnya yang cepat, hanya dengan
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menyerahkan buku tabungan serta KTP nasabah saja sudah dapat
melakukan transaksi buyback, prosedur melakukan transaksi buyback
tersebut dapat dilakukan dengan cara para nasabah mendatangi outlet
kasir pegadaian syariah secara langsung, serta menunjukan buku
tabunganya guna untuk melakukan transaksi buyback, berdasarkan harga
pada hari bertransaksi dan langsung diproses untuk pencairan dana dari
buyback tersebut.

3. Bai Al-Musawamah merupakan jual beli yang sering digunakan dalam
kehidupan sehari-hari, yaitu di dalam penentuan harga dari komoditas
yang di perjualbelikan, yang di capai melalui tawar menawar antara
penjual dan pembeli tanpa merujuk kepada harga pokok penjual atau
biaya yang di pikul oleh penjual. Dari segi hukumnya, pembayaran
harga barang dalam musawamah dapat dilakukan baik secara tunai
maupun secara angsuran yang ditentukan waktunya seperti halnya pada
transaksi buyback tersebut. Banyak dari kalangan ahli figih yang lebih
menyukai sistem jual beli dengan tawar menawar dari pada jual beli
dengan sistem fixed profit (keuntungan tetap). Karena sistem fixed profit
itu di dasari oleh kejujuran dan sikap amanah, yakni jual beli yang
bersikap amanah.

B. Saran

1. Penulis mengharapkan kepada pihak nasabah Pegadaian Syariah untuk
lebih jeli lagi dalam memilih investasi, walaupun investasi tabungan
emas ini sangat menguntungkan di karenakan emas tidak tergerus inflasi
serta dengan tabungan emas ini para nasabah dapat menukarkan saldo
tabungannya dengan cepat. Tetapi investasi tabungan emas ini tidak
dapat dijadikan investasi jangka pendek dikarenakan setiap ingin
melakukan transaksi buyback para nasabah harus memenuhi salah satu
persyaratan yakni minimal 3 atau 6 bulan tabungan pertama serta telah

memiliki saldo tabungan emas seberat 1 gram, apabila saldo tabungan
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emas belum memenuhi berat untuk di buyback kan saldo tabungan tidak
dapat digunakan oleh nasabah serta belum bisa ditukarkan.

. Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan
penyempurnaan dari penelitian ini dengan melakukan penelitian dan
kajian lebih lanjut mengenai transaksi buyback objek emas pada produk

tabungan emas.
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